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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this research is to analyze the impact of board of 
commissioners characteristics in mandatory disclosure convergence IFRS  in the 
Company Listed on the Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015-2016 period. The data 
used in this research is secondary data. Data analysis technique used is multiple 
linear regression using SPSS 23.0.  
Method of determining the sample in this research is purposive sampling 
and obtained 75 observational data as samples with significance level of 5%, data 
analysis using quantitative analysis including normality test, classic assumption 
test, multiple regression, coefficient of determination and hypothesis testing which 
includes test F and test t.  
These result indicate that the level of compliance with mandatory 
disclosure convergence of IFRS in the service companies is 62,10%. Based on 
data analysis can be concluded as follows educational background of president 
commisioner, the proportion of independent commisioner do not affect the 
compliance of the mandatory disclosure convergence IFRS. While board size 
significant positive effect on the mandatory disclosure convergence IFRS.  
 
Keywords: board of commissioners characteristics and mandatory disclosure 
convergence IFRS. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran 
dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris dan proporsi dewan 
komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi 
IFRS laporan keuangan pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2015-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda 
menggunakan program SPSS 23.0.  
Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
dan diperoleh 150 data pengamatan sebagai sampel dengan taraf signifikan 5%, 
analisis data menggunakan analisis kuantitatif yang meliputi uji normalitas, uji 
asumsi klasik, regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis yang 
meliputi uji F dan uji t.  
Berdasarkan analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut latar 
belakang pendidikan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. 
Sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap 
tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS.  
 
Kata kunci: ukuran dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris, 
proporsi komisaris independen dan tingkat pengungkapan wajib 
setelah konvergensi IFRS.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Seluruh perusahaan go public  dan multinasional mulai yang ada di 
Indonesia tanggal 1 Januari 2012 dalam penyusunan laporan keuangannya 
diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS 
(Gamayuni, 2012). Akvila (2015:1) menjelaskan bahwa pemerintah sudah 
bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. IFRS dijadikan 
pedoman dalam pelaporan dan mengatur tentang pengungkapan wajib yang 
harus diungkapkan oleh perusahaan. Menurut Chen (2009) konvergensi IFRS 
memiliki arti menyelaraskan standar akuntansi yang digunakan di suatu negara 
agar memperkecil perbedaan di antara keduanya. 
Suwardjono (2005) menjelaskan bahwa pengungkapan wajib dapat 
didefinisikan sebagai pengungkapan minimum yang harus dilakukan oleh 
perusahaan yang telah disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. 
Tujuan pengungkapan wajib adalah agar investor mengetahui informasi yang 
sesungguhnya terkait dengan kinerja perusahaan. Selain itu, menurut 
Prawinandi dkk. (2012) pengungkapan wajib diperlukan untuk melindungi 
kepentingan stakeholders karena peraturan mengenai pengungkapan wajib 
dapat membuat perusahaan tidak menyembunyikan informasi yang penting 
yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangannya. 
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Menurut Rofika dan Apsari (2011) pengungkapan wajib konvergensi 
IFRS sangat penting, karena dijadikan sebagai alat pengawasan dan analisis 
investor dalam negeri maupun luar negeri terhadap kinerja manajemen 
perusahaan. Keterbukaan dari pengungkapan tersebut dimaksudkan untuk 
mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan. Dewi (2009) juga 
menambahkan investor akan memperhatikan mutu dari pengungkapan dalam 
laporan tahunan, khususnya pengungkapan wajib yang sudah terkonvergensi 
IFRS dalam pengambilan keputusan. 
Pradipta dkk. (2016) menjelaskan bahwa peraturan tentang 
pengungkapan wajib yang sudah terkonvergensi IFRS seharusnya dipatuhi 
oleh perusahaan yang telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Ini 
dikarenakan pihak-pihak yang berkepentingan akan rugi jika perusahaan 
tersebut mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Menurut 
Halim dan Sampurno (2016) pengungkapan wajib yang terkonvergensi dengan 
IFRS akan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, khususnya 
investor luar negeri dalam melakukan analisis.  
Alvionita dan Taqwa (2015) menjelaskan peraturan pengungkapan 
wajib yang ada di SAK konvergensi IFRS wajib untuk ditaati. Hidayat (2017) 
berpendapat bahwa pengungkapan wajib seharusnya ditaati apabila tidak, akan 
dituntut agar memenuhi kekurangannya. Tetapi dengan adanya aturan dan 
tuntutan terhadap perusahaan tidak menjamin terlaksananya peraturan 
tersebut. 
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Hal tersebut dibuktikan dengan kasus perusahaan manufaktur yaitu 
Sekawan Intipratama (SIAP). Dwijayanto (2016) menjelaskan bahwa SIAP 
menyembunyikan informasi yang seharusnya wajib diketahui oleh para 
pemangku kepentingan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan bahwa 
aset dalam laporan keuangan SIAP berselisih kurang lebih 4 triliun. 
Penyembunyian aset tersebut merugikan para pemangku kepentingan dalam 
pengambilan keputusan. Sehingga, OJK memberikan sanksi kepada SIAP 
karena melakukan pelanggaran Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1995. 
Pengungkapan tentang aset sendiri sudah diatur dalam PSAK yang 
dikeluarkan oleh  Dewan Standar Keuangan IAI. 
Selain itu, hasil penelitian tentang tingkat pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS juga masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan 
penelitian Halim dan Sampurno (2015) yang menemukan bahwa tingkat rata-
rata pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur 
adalah 51,38%. Pradipta dkk. (2016) juga menemukan bahwa tingkat 
pengungkapan wajib konvergensi IFRS perusahaan manufaktur adalah 
55,03%. 
Menurut Akvila (2015) tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS 
yang rendah dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat 
terjadi karena pemisahan peran dan kepentingan antara pihak agen dengan 
pihak prinsipal dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan 
di perusahaan. Praktik corporate governance dapat berjalan dengan baik 
ketika asas-asasnya dilaksakanan. Asas-asas tersebut terdiri dari transparansi, 
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akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. 
Apabila asas-asas tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, diharapkan 
mampu meningkatkan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan 
perusahaan. 
Menurut Hamzah dan Suparjan (2009) pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS yang dijadikan dasar dewan komisaris dalam pengambilan 
keputusan sering memunculkan konflik kepentingan dengan manajemen. 
Dewan komisaris sebagai pemegang saham tertinggi dan pengawas sering 
menuntut manajemen agar pengungkapan yang ada di laporan keuangan 
lengkap, tetapi kenyataannya tidak, sehingga menimbulkan konflik 
kepentingan. Effendi (2009:19) menjelaskan konflik tersebut timbul akibat 
dewan direksi yang terkadang enggan membagi wewenang serta tidak 
memberikan informasi yang memadai kepada dewan komisaris. 
Menurut Husnan (1996) dalam Alvionita dan Taqwa (2015) 
menjelaskan konflik tersebut muncul karena manajemen mempunyai lebih 
banyak informasi daripada pemodal sehingga menimbulkan asimetri 
informasi.  Padahal, Rofika dan Apsari (2011) menjelaskan informasi tersebut 
dijadikan sebagai alat analisis dan pengawasan terhadap kinerja manajemen 
perusahaan agar dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan lain.  
Hamzah dan Suparjan (2009) menjelaskan  corporate governance yang 
baik diperlukan untuk mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. 
Menurut FCGI (2001) dewan komisaris merupakan inti dari corporate 
governance di Indonesia, karena tugasnya sebagai pengawas terhadap kinerja 
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manajemen dalam mengelola perusahaannya. Hasil kinerja dari manajer 
tersebut berupa laporan keuangan yang digunakan oleh para pemangku 
kepentingan untuk dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. 
Sutiyok dan Rahmawati (2016) juga menjelaskan bahwa dewan 
komisaris mempunyai peran yang penting dalam perusahaan dalam melakukan 
pemantauan terhadap kinerja perusahaan dan saat penyusunan laporan 
keuangan. Lukviarman (2016:134) berpendapat bahwa dewan komisaris 
berperan penting dalam pemberian arahan dan supervisi terhadap pekerjaan 
yang dilakukan oleh manajemen. Pentingnya peran dewan komisaris tersebut, 
menjadi ketertarikan untuk meneliti dewan komisaris sebagai variabel 
independen. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dewan komisaris 
yang dinilai mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
Variabel yang dinilai berpengaruh terhadap pengungkapan wajib yaitu ukuran 
dewan komisaris (Alfraih, 2016; Gunawan dan Hendrawati, 2016; Friscadella, 
2017), latar belakang pendidikan komisaris (Prawinandi dkk., 2012; Kharis 
dan Suhardjanto, 2012; Gunawan dan Hendrawati, 2016), dan proporsi 
komisaris independen (Gunawan dan Hendrawati, 2016; Pitasari dan Aditya, 
2014; Prawinandi dkk. 2012; Akvila, 2015; Alvionita dan Salma, 2015, 
Friscadella, 2017). 
Variabel pertama adalah dewan komisaris. Menurut Friscadella (2017) 
dewan komisaris mempunyai peran sebagai pengawas dalam pengelolaan 
perusahaan. Gunawan dan Hendrawati (2016) berpendapat bahwa semakin 
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besar ukuran dewan komisaris di dalam perusahaan, maka pengawasan dalam 
pelaksanaan dan pembuatan kebijakan perusahaan akan semakin baik karena 
pembagian tugasnya akan lebih sedikit sehingga mempengaruhi tingkat 
pengungkapan wajib konvergensi IFRS.  
Varibel selanjutnya adalah latar belakang pendidikan dewan komisaris. 
Prawinandi dkk. (2012) menjelaskan dewan komisaris utama yang memiliki 
latar belakang pendidikan ekonomi ataupun bisnis akan lebih memahami 
tentang pengambilan keputusan bisnis dan juga lebih paham tentang 
pengelolaan bisnis di perusahaan. Effendi (2009:13) juga menjelaskan dewan 
komisaris yang punya pengetahuan ekonomi dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik. Sehingga pengawasannya lebih baik dan dapat meningkatkan  
pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
Variabel yang terakhir dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris 
independen. Suhardjanto dan Afni (2009) menjelaskan bahwa komisaris 
independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak ada 
hubungan dengan perusahaan. Gunawan dan Eka (2016) mengungkapkan 
bahwa besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang 
dilakukan oleh dewan komisaris tersebut akan semakin berkualitas karena 
menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan sehingga dapat 
meningkatkan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
Beberapa penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 
yang sudah dilakukan, antara lain Alfraih (2016) yang meneliti tentang 
karakteristik dewan komisaris terhadap pemenuhan pengungkapan wajib. 
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris positif 
mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib IFRS. Penelitian juga dilakukan 
oleh Kharis dan Suhardjanto (2012) yang menemukan bahwa latar belakang 
pendidikan komisaris dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan wajib. 
Gunawan dan Hendrawati (2016) juga menemukan bahwa jumlah 
dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 
wajib konvergensi IFRS. Tetapi, latar belakang pendidikan komisaris dan 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
wajib. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Friscadella (2017) yang 
menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris memiliki pengaruh 
terhadap tingkat mandatory disclosure konvergensi IFRS sedangkan komisaris 
independen tidak. 
Prawinandi dkk. (2012) juga melakukan penelitian pada perusahaan 
jasa yang terdaftar di BEI. Dan menemukan bahwa komisaris independen 
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
Tetapi jumlah dewan dan latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap tingkat mandatory disclosure konvergensi IFRS. 
Pitasari dkk. (2014) melakukan penelitian tentang tingkat 
pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi. Hasil dari 
penelitian tersebut menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada 
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laporan laba rugi. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan 
adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan.  
Penelitian ini merupakan replikasi dari Prawinandi dkk. (2012). Pada 
penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan jasa yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010, sedangkan penelitian ini 
menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016 
setelah penerbitan PSAK 2015. Peneliti memilih perusahaan manufaktur 
karena pada tahun tersebut masih rendahnya tingkat pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur. 
Alasan penelitian ini mengambil variabel ukuran dewan komisaris, 
latar belakang pendidikan komisaris dan proporsi komisaris independen 
karena terdapat perbedaan hasil penelitian. Gunawan dan Hendrawati (2016) 
berpendapat bahwa penelitian tentang tingkat mandatory disclosure 
konvergensi IFRS masih sedikit dilakukan di Indonesia, sehingga menarik 
untuk diteliti. Padahal IFRS sudah dimulai di adopsi Indonesia 2008 hingga 
2010, dilanjutkan tahun 2011 masa persiapan akhir IFRS, dan implementasi 
konvergensi IFRS dimulai tahun 2012. Tetapi, Hamzah dan Suparjan (2009) 
menjelaskan bahwa penerapan berbasis IFRS belum menjamin sebuah 
perusahaan akan melakukan pengungkapan yang tinggi. 
Dari uraian diatas, menjadi latar belakang penulis untuk melakukan 
penelitian yang mengangkat judul “Pengaruh Karakteristik Dewan 
Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Setelah Konvergensi 
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IFRS (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
2015-2016)”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat di indentifikasi 
adalah: 
1. Penerapan IFRS sudah dilakukan sejak tahun 2012, tetapi masih banyak 
perusahaan yang belum taat terhadap peraturan pengungkapan wajib yang ada 
di SAK konvergensi IFRS. 
2. Masih sedikitnya penelitian di Indonesia tentang tingkat pengungkapan wajib. 
3. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah 
dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 
1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
2. Variabel yang diteliti adalah ukuran dewan, latar belakang pendidikan 
komisaris, proporsi komisaris independen dan tingkat pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS. 
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3. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan yang memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan tingkat 
pengungkapan wajib pada tahun 2015-2016.  
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat 
pengungkapan wajib konvergensi IFRS? 
2. Apakah latar belakang pendidikan komisaris berpengaruh positif terhadap 
tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS? 
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 
tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tingkat 
pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
2. Untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan komisaris terhadap 
tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
3. Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen wanita 
terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
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1.6.  Manfaat Penulisan 
1.   Bagi Penulis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk lebih 
mengembangkan pengetahuan penulis mengenai pentingnya pengaruh ukuran 
dewan, latar belakang pendidikan komisaris, dan proporsi dewan komisaris 
independen terhadap tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS.  
2.   Bagi Akademik 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan 
literatur untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama dan 
dapat meningkatkan minta dan perkembangan ilmu akuntansi di masa mendatang. 
1.7.   Jadwal Penelitian  
 Terlampir 
1.8.   Sistematika Penulisan Skripsi 
BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu 
di mana landasan tersebut berisi tentang tinjauan pustaka penelitian 
yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai macam 
judul buku yang ada, literatur dan semua ini berkaitan dengan 
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penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada landasan teori berisi 
kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang waktu dan wilayah penelitian; metode 
penelitian; variabel-variabel; populasi dan sampel; data dan sumber 
data; dan alat analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Membahas atau menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, 
analisis dan pengolahan data yang diperoleh, jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dan rumusan masalah.  
BAB V PENUTUP 
Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 
pengolahan data yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran 
yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan 
penelitian lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
1.1.      Kajian Teori 
1.1.1.   Teori Stakeholders 
   Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan tentang teori stakeholders, teori 
stakeholders menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 
beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi perusahaan juga harus memberikan 
manfaat bagi stakeholders-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 
pemerintah, masyarakat dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu 
perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholders 
kepada perusahaan tersebut. 
   Stakeholder menurut Saputro (2016) adalah individu, sekelompok 
manusia, baik masyarakat atau komunitas yang secara parsial maupun secara 
keseluruhan memiliki kepentingan atau hubungan terhadap perusahaan. Dewi 
(2009) menjelaskan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap 
laporan keuangan secara umum dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu, 
pemakai langsung (direct user) dan pemakai tidak langsung (indirect user). 
Pemakai langsung meliputi pemilik, manajer, karyawan dan pelanggan. 
Sedangkan pemakai tidak langsung adalah analis, penasihat investasi, asosiasi 
perdagangan, dan pengacara. 
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   Mulyadi (2001) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan 
akan dimanfaatkan oleh pemakai luar yang terdiri dari pemegang saham, kreditur, 
analis keuangan, berbagai instansi pemerintah dan juga organisasi karyawan. 
Salah satu laporan keuangan tersebut adalah pengungkapan wajib. Pitasari dan 
Septiani (2014) menjelaskan praktik pengungkapan tersebut akan mengurangi 
asimetri informasi antara menajemen dengan stakeholders. Sutedi (2011:2) 
mengemukakan bahwa pengungkapan secara akurat dapat memberikan informasi 
yang bermanfaat bagi stakeholder.  
   Ghazali dan Chariri (2007:409) menjelaskan stakeholder dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi mananjemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak 
suatu informasi yang ada di dalam laporan perusahassan. Tujuan dari teori 
stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam penciptaan 
nilai sebagai dari semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, teori 
stakeholder mempunyai tujuan untuk meminimalkan kerugian dalam pengambilan 
keputusan yang mungkin muncul bagi para pemangku kepentingan. Untuk 
meminimalkan kerugian bagi pemangku kepentingan lainnya, manajer harus 
lengkap dalam mengungkapkan pengungkapan wajibnya. 
   Lukviarman (2016:135) memberikan argumentasi bahwa dewan komisaris 
memiliki peranan untuk mengontrol pihak manajemen perusahaan dalam upaya 
melindungi kepentingan stakeholders-nya. Pitasari dan Septiani (2014) 
menjelaskan bahwa melindungi kepentingan tersebut dapat dilakukan dengan cara 
mengungkap informasi kinerja manajemen secara penuh sebagai pemenuhan 
tanggungjawab terhadap stakeholder. 
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   Bernadi dkk. (2009) menjelaskan pengungkapan wajib yang dilakukan 
oleh perusahaan termasuk salah satu pemenuhan tanggung jawab perusahaan 
terhadap stakeholders-nya. Pengungkapan yang semakin luas akan dapat 
meminimalkan asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham dan 
perusahaan. Sutedi (2011) juga berpendapat tentang definisi teori stakeholder 
secara umum adalah pemenuhan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang 
berkepentingan. Dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan dan sebagai entitas 
bisnis dan stakeholders harus seimbang. 
   Menurut Suwardjono (2005:560) pengungkapan wajib digunakan untuk 
melindungi para stakeholders yang tidak cukup canggih dalam mengolah 
informasi yang diungkapkan oleh manajer perusahaan. Selanjutnya Kay dalam 
Business of Economic (1996, OUP), mengusulkan bahwa model alternatif untuk 
melindungi kepentingan dari stakeholder harus memiliki elemen penting, antara 
lain: 
1. Perbedaan dan pemisahan harus secara tegas dibuat antara perusahaan 
pemilik dan perusahaan publik-Institusi sosial yang mengontrol perseroan 
terbatas. 
2. Kerangka kerja governance yang baru harus segera diterapkan pada 
perusahaan publik. 
3. Fungsi dan peranan CEO, ditetapkan dan proses pemilihannya harus melalui 
konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan seperti, 
karyawan, investor, pemasok dan lain-lain. 
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4. Penunjukkan CEO harus mempunyai jangka waktu yang tetap yaitu 4 (empat) 
tahun. 
5. Penunjukkan direktur diserahkan kepada direktur independen namun harus 
dikonsultasikan kepara stakeholders sebelum menunjuk direktur independen 
yang baru 
 
1.1.2.  Teori Keagenan 
   Gunawan dan Hendrawati (2016) berpendapat bahwa teori agensi 
merupakan teori yang mengungkapkan kontrak antara principal dengan agent. 
Ferry dan Diyanti (2010) dalam Akvila (2015) berpendapat bahwa agency theory 
menjelaskan pentingnya praktik pengungkapan pada laporan keuangan baik wajib 
maupun sukarela oleh manajemen kepada para pemegang saham maupun pihak 
lain yang berkepentingan. 
   Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa hubungan agensi dapat terjadi 
ketika pemilik perusahaan memperkerjakan atau mengontrak agen (agent) yaitu 
manajer (dewan direksi) untuk mendelegasikan wewenang pengambilan 
keputusan. Delegasi wewenang tersebut menyebabkan adanya kepentingan yang 
berbeda antara kedua pihak. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan potensi 
konflik kepentingan yang disebut agency problem. Agency problem menurut 
Husnan (1996) dalam Alvionita dan Taqwa (2015) timbul karena pihak 
menajemen lebih banyak mengetahui informasi daripada pemodal (investor). 
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   Pitasari dan Septiani (2014) menyatakan konflik keagenan juga dapat 
terjadi karena pemisahan kepemilikan antara principal dengan agen. Sama halnya 
dengan investor dan manajemen perusahaan (dewan direksi). Manajemen harus 
dapat menyakinkan investor bahwa pihaknya tidak akan menyalahgunakan dana 
yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena itu, manajemen perusahaan 
melakukan pengungkapan informasi kinerja manajemen yang lengkap dalam 
laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada investor. 
   Akvila (2015) menjelaskan konflik keagenan terjadi dikarenakan adanya 
pemisahan peran dan juga perbedaan kepentingan antara pihak agen dengan 
prinsipal yang dapat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib. 
Penerapan corporate governance dapat meminimalisir konflik tersebut, karena 
perusahaan menyediakan kelengkapan laporan keuangannya dengan baik. Sutedi 
(2011) menyatakan bahwa asumsi dari teori agensi, terlintas adanya tuduhan 
terhadap salah satu pihak yang mengambil kesempatan untuk kepentingannya 
sendiri. 
   Hidayat (2017) menjelaskan mekanisme corporate governance adalah 
suatu mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan pada teori keagenan. 
Aspek yang terpenting dari teori tersebut adalah kebutuhan untuk mengontrol 
perilaku manajer melalui pengawasan atau pemantauan yang dilakukan oleh 
dewan komisaris. Mekanisme  corporate governance diharapkan mampu 
menyelesaikan masalah yang timbul antara kepemilikan dan pengendalian 
perusahaan. Mekanisme yang dilakukan seperti tata kelola perusahaan dan 
pengungkapan wajib atau sukarela.  
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   Menurut Hamzah dan Suparjan (2009) pengungkapan khususnya 
pengungkapan wajib dijadikan dasar dewan komisaris dalam pengambilan 
keputusan sering memunculkan konflik kepentingan dengan dewan direksi. 
Dewan komisaris sebagai pemegang saham tertinggi sering menuntut manajemen 
(dewan direksi) agar pengungkapan yang ada di laporan keuangan lengkap, tetapi 
kenyataannya masih banyak pengungkapan yang belum diungkapan oleh 
perusahaan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan di antara keduanya.  
   Dewan yang mempunyai kinerja yang buruk dapat diberhentikan oleh 
pemegang saham (Sutedi, 2011). Hal tersebut dapat diselesaikan dengan 
pelaksanaan corporate governance yang baik di dalam perusahaan. Kharis dan 
Suhardjanto (2012) menyatakan pengawasan oleh corporate governance akan 
menyelasaikan konflik karena perusahaan melakukan pengungkapan wajib dengan 
baik.   
   Pitasari dan Septiani (2014) juga menjelaskan praktik pengungkapan perlu 
dilakukan oleh perusahaan melalui penyampaian laporan dalam perusahaannya 
agar terhindar asimetri informasi antara manajemen dengan pemangku 
kepentingan. Santoso (2015:9) manajemen perusahaan harus mempunyai prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, responbility, dan fairness agar meminimalisir 
ekses negatif tersebut. 
   Dengan demikian, sebenarnya keagenan adalah sebuah konsep hukum, 
yang dibangun berdasarkan prinsip dasar dengan bukti yang nyata adanya delegasi 
kewenangan yang diberikan prinsipal dan adanya persetujuan yang diberikan oleh 
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agen pada prinsipal. Selain itu keagenan dibangun berdasarkan prinsip adanya 
persetujuan agen untuk bertindak di bawah pengawasan atau kontrol parsipal 
(Santoso, 2015:13). 
1.1.3.   Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS  
   Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009) ada dua sifat pengungkapan, 
yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 
(voluntary disclosure). Adina dan Ion (2008) menjelaskan bahwa mandatory 
disclosure adalah informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan sebagai 
konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi 
bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang. 
   Menurut Suwardjono (2005) pengungkapan wajib merupakan 
pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. 
Mandatory disclosure dalam laporan keuangan telah diatur standar akuntansi 
internasional IFRS. Terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan 
penerapan IFRS. Chen (2009) menyebutkan bahwa konvergensi IFRS adalah 
penyelarasan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS untuk 
memperkecil perbedaan di antara keduanya. 
   Definisi IFRS menurut Akvila (2015) adalah suatu standar akuntansi 
internasional yang dibuat oleh organisasi yang bernama International Accounting 
Standar Board (IASB). IFRS merupakan standar pelaporan akuntansi yang mampu 
memberikan penekanan terhadap penilaian secara profesional dengan 
pengungkapan yang jelas dan transparan. Standar tersebut muncul karena adanya 
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tuntutan globalisasi yang mewajibkan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta 
dalam bisnis internasional, oleh sebab itu diperlukan suatu standar akuntansi yang 
dapat berlaku sama di seluruh negara agar mempermudah proses membaca 
informasi pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan diberbagai 
negara di dunia. 
   Adina dan Ion (2008) mendefinisikan bahwa mandatory disclosure adalah 
informasi yang harus diungkapan. Informasi tersebut dapat sebagai kosekuensi 
dari adanya ketentuan perundang-undangan, komisi bursa saham, pasar saham dan 
peraturan akuntansi yang berasal darihak yang berwenang. Gamayuni (2012) 
menjelaskan bahwa adopsi IFRS itu artinya mengambil bahasa dalam pelaporan 
keuangan yang bertaraf internasional dan diterapkan di dalam bahasa pelaporan 
keuangan di suatu negara. 
   Gamayuni (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan yang sudah 
multinasional dan sudah go public yang berada di Indonesia diharuskan atau 
diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS 
dalam menyusun laporan keuangannya setelah 1 Januari 2012. Berbeda dengan 
Prawinandi dkk. (2012) yang mendefinisikan konvergensi IFRS yaitu 
menyelaraskan standar akuntansi yang sudah berlaku dan dipakai di suatu negara 
dengan IFRS agar perbedaannya sedikit.  
   Alvionita dan Taqwa (2015) menjelaskan PSAK konvergensi IFRS 
merupakan wujud harmonisasi dan penyelarasan dari IFRS yang digunakan 
sebagai pedoman wajib yang secara penuh diterapkan pada Januari 2012. Semua 
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penyajian, pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan harus mentaati 
PSAK yang sudah dikonvergensikan dengan IFRS. Akvila (2015) menyatakan 
bahwa standar tersebut dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.  
   Friscadella (2017) menjelaskan peraturan mengenai mandatory disclosure 
telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan 
Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik dan juga Keputusan Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berkala Emiten atau Perusahaan 
Publik. Tetapi sekarang Badan Pengawan Pasar Modal sudah diganti oleh OJK 
(Otoritas Jasa Keuangan). Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah item 
pengungkapan wajib yang disyaratkan oleh setiap PSAK: 
 
Tabel 2.3 
Daftar Item Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS 
 
No. Nomor PSAK Nomor IAS Jumlah Item 
1. 
2.  
 
3. 
4. 
 
5. 
PSAK 14 
PSAK 16 
 
PSAK 30 
PSAK 13 
 
PSAK 26 
IAS 2 Inventories 
IAS 16 Property, Plant and 
Equipment 
IAS 17 Leases 
IAS 40 Investment Property 
 
IAS 23 Borrowing Cost 
 
Total  
4 
25 
 
20 
21 
 
2 
 
72 item 
     Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 
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1.1.4.    Struktur Corporate Governance 
   Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 
meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 
manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders 
lainnya. Menurut Herawaty (2008) dalam Pitasari dan Septiani (2014), corporate 
governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, 
diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor 
bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. 
   Pitasari dan Septiani (2014) juga berpendapat bahwa tata kelola 
perusahaan didefinisikan sebagai sistem checks and balance, baik internal 
maupun eksternal perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan 
akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan mereka dan bertindak 
dalam cara yang bertanggungjawab secara sosial dalam semua bidang kegiatan 
bisnis mereka. 
   Sutedi (2011: 1) mendefinisikan Corporate governance sebagai suatu 
proses dan struktur yang digunakan oleh pemegang saham atau pemilik modal, 
komisaris/dewan pengawas dan direksi untuk meningkatkan keberhasilan usaha 
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. 
Corporate governance mensyaratkan adanya struktur perangkat dalam perusahaan 
untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan (Miranti, 2009). 
Indonesia menganut sistem dua tingkat atau Two tiers system, artinya perusahaan 
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mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan 
dewan manajemen (dewan direksi) (FCGI, 2001).  
   Sutedi (2011: 4) menjelaskan bahwa terdapat empat unsur penting dalam 
corporate governance yaitu: 
1. Fairness (keadilan), menjelaskan mengenai jaminan perlindungan pemegang 
saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. 
2. Transparancy (transparansi), menyangkut kewajiban adanya suatu informasi 
yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang 
menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan 
perusahaan. 
3. Accountability (akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta 
mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen 
dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. 
4. Responsibility (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan-
peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai 
sosial.  
   Novianti (2009) dalam Friscadella (2017) menjelaskan bahwa struktur 
corporate governance di Indonesia terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, 
pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dari penjelasan di atas 
dapat disimpulkan bahwa struktur corporate governance merupakan suatu 
susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan perusahaan. Inti dari 
corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan 
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komisaris dan dewan direksi. Hal ini dilakukan karena dewan komisaris dan 
dewan direksi berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.   
a. Ukuran Dewan Komisaris 
     Dewan komisaris menurut Lukviarman (2016) adalah seseorang yang 
memiliki peran penting antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan 
manajemen sebagai pihak yang menjalankan kegiatan perusahaan. Menurut 
Muntoro (2006) inti dari corporate governance Indonesia ada pada dewan 
komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan 
mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh 
manajemen. 
   Sutedi (2011:9) menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki peran 
dalam menentukan kompensasi direksi yang kaitannya dengan kinerja perusahaan, 
perlindungan hukum transparansi, dan pengungkapan wajib, dan juga mengenai 
hak pemegang saham minoritas. Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 
(satu) orang. Alfraih (2016) berpendapat bahwa dewan komisaris yang efektif 
merupakan inti struktur tata kelola perusahaan di Indonesia yang baik, dan 
memainkan peran penting dalam pasar modal yang efisien.  
   Alvionita dan Taqwa (2015) mengemukakan bahwa dewan komisaris 
merupakan unsur internal balance dalam melakukan pengawasan atas pengeloaan 
perusahaan. Prawinandi dkk. (2012) juga menjelaskan dewan komisaris 
merupakan unsur eksternal balance yaitu dalam melakukan pengawasannya dapat 
13 
 
mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib yang memberikan manfaat kepada 
stakeholder lainnya sebagai pemenuhan tanggung jawab oleh manajemen 
perusahaan. 
   Muntoro (2006) menyatakan bahwa tugas dan beban yang dipikul oleh 
dewan komisaris sangat berat. Maka dari itu, jumlah dewan komisaris harus 
kurang lebih sama dengan jumlah dewan direksi agar pembagian tugasnya dapat 
dilaksanakan dengan maksimal dan efektif. Effendi (2009:16) mengemukakan 
bahwa kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan 
menimbulkan kepailitan bagi perusahaan. 
   Effendi (2009) menjelaskan bahwa dewan komisaris memiliki wewenang 
untuk mempekerjakan, memecat dan memberikan kompensasi kepada para 
manajer tingkat atau meratifikasi dan memantau keputusan penting. Fama dan 
Jensen (1983) berpendapat bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut membantu untuk 
memastikan pengambilan keputusan dan pengendalian di tingkat tertinggi. Teori 
menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris yang banyak secara efektif dapat 
menurunkan biaya bersih agensi, mengurangi pengawasan dan biaya lainnya 
sehingga dapat memperbaiki keseluruhan dalam pengungkapan akuntansi di 
perusahaan. 
   Muntoro (2006) mengemukakan bahwa dewan komisaris mempunyai 
sistem pengawasan atau pemantauan yang efektif terhadap proses penyusunan 
laporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris meyakinkan kepada para 
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pemangku lainnya, bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan 
memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku. 
b. Latar Belakang Pendidikan Komisaris 
     KNKG (2006) mengungkapkan bahwa tugas komisaris utama adalah 
mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Jika komisaris utama memiliki 
latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, diharapkan koordinasi dewan 
komisaris menjadi lebih efektif. Suhardjanto dan Afni (2009) menjelaskan bahwa 
latar belakang pendidikan komisaris utama akan mempengaruhi keputusan yang 
dibuat oleh dewan direksi adalah keputusan tentang mandatoy disclosure yang 
akan dilakukan oleh perusahaan. 
     Kusumastuti dkk. (2007) menyatakan proporsi dewan komisaris yang 
memiliki anggota dengan latar belakang ekonomi dan bisnis lebih banyak 
cenderung lebih taat terhadap pengungkapan wajib yang diharuskan. Dewan 
komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan atau ekonomi akan 
memiliki pengetahuan lebih banyak di bidang bisnis sehingga memiliki 
kemampuan yang lebih untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis 
perusahaan. 
     Muntoro (2006) mengemukakan bahwa dewan komisaris harus memiliki 
pengetahuan dibidangnya agar dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya. 
Laporan keuangan merupakan elemen penting bagi dewan komisaris dalam 
melaksanakan tugasnya. Sehingga dewan komisaris ikut serta dalam penyusunan 
laporan keuangan perusahaan.  
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c. Komisaris Independen 
   Alvionita dan Salma (2015) menjelaskan bahwa komisaris independen 
adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Menurut Friscadella 
(2017) adanya komisaris independen pada suatu perusahaan akan dapat 
mempengaruhi kualitas laporan keuanagn yang dihasilkan oleh perusahaan. 
Dewan komisaris independen akan menuntut transparansi informasi pada laporan 
keuangan khususnya informasi tentang pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
   Pitasari dan Aditya (2014) mengungkapkan bahwa dewan komisaris 
independen dipandang lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Keberadaan 
dewan komisaris telah diatur dalam Kep-305/BEJ/07-2004 yang mengatur agar 
perusahaan yang listed di bursa mempunyai komisaris independen minimal 30 % 
dari jumlah anggota dewan komisaris. Kriteria dewan komisaris independen 
Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang outside 
directors, di mana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independen 
dalam dewan komisaris (FCGI, 2001). 
 
1.2.   Hasil Penelitian yang Relevan 
   Penelitan tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS di Indonesia 
sudah dilakukan seperti, Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menemukan 
bahwa jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan pengungkapan wajib. Tetapi, latar belakang pendidikan komisaris dan 
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proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
wajib. 
   Friscadella (2017) menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris 
dan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Prawinandi dkk. (2012) juga 
melakukan penelitian dan menemukan bahwa jumlah dewan komisaris, latar 
belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat 
mandatory disclosure konvergensi IFRS.  
     Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tentang tingkat  
pengungkapan wajib adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.I 
Penelitian yang Relevan 
 
Peneliti 
(Tahun) 
Variabel  Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Prawinandi 
dkk. (2012) 
X= jumlah 
dewan 
komisaris, latar 
belakang 
pendidikan 
komisaris, 
komisaris 
independen  
Y = tingkat 
kepatuhan 
pengungkapan 
wajib 
konvergensi 
IFRS. 
 
Teknik analisis 
regresi 
berganda. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah 102 
perusahaan 
jasa yang 
terdaftar di 
BEI. 
 
Komisaris independen 
berpengaruh positif 
terhadap tingkat 
pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS. Tetapi, 
jumlah dan latar belakang 
dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan 
wajib konvergensi IFRS.  
  
  Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
Peneliti 
(Tahun) 
Variabel  Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Kharis dan 
Suhardjanto 
(2012) 
X= ukuran dewan 
komisaris dan latar 
belakang pendidikan 
komisaris. 
Y=tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib. 
Analisis 
berganda. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah 
perusahaan 
BUMN. 
Ukuran dewan 
komisaris dan latar 
belakang pendidikan 
komisaris 
berpengaruh positif 
terhadap tingkat 
kepatuhan 
pengungkapan 
wajib.  
Pitasari dan 
Septiani 
(2014) 
X = jumlah dewan 
komisaris. 
Y= pengungkapan 
wajib konvergensi 
IFRS. 
 
Analisis regresi 
berganda 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah 40 
perusahaan 
jasa yang 
terdaftar di 
BEI.  
 
Hasil dalam 
penelitian ini adalah 
jumlah dewan 
komisaris tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS.  
Alvionita dan 
Salma (2015) 
X= komisaris 
independen 
Y= tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib 
 
Analisis regresi 
berganda. 
Sampel 
penelitian ini 
adalah 
perusahaan 
manufaktur di 
BEI. 
 
Hasil dalam 
penelitian ini adalah 
komisaris 
independen tidak 
berpengaruh 
terhadap tingkat 
kepatuhan 
pengungkapan 
wajib. 
Sutiyok dan 
Rahmawati 
(2016) 
X = jumlah dewan 
komisaris. 
Y= pengungkapan 
wajib. 
 
Analisis regresi 
berganda 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah 
perusahaan 
perbankan di 
BEI 
 
Hasil dalam 
penelitian ini adalah 
jumlah dewan 
komisaris 
berpengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS.  
                                                                                  Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel 2.1 
 
Peneliti 
(Tahun) 
Variabel  Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian 
Gunawan dan 
Hendrawati 
(2016) 
X= jumlah dewan 
komisaris, 
latar belakang 
pendidikan 
komisaris dan 
komisaris 
independen. 
Y= pengungkapan 
wajib konvergensi 
IFRS. 
 
Analis regresi 
berganda. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah 18 
perusahaan 
manufaktur 
yang terdaftar 
di BEI. 
 
Hasil dalam penelitian 
ini adalah anggota dewan 
komisaris berpengaruh 
positif terhadap 
pengungkapan wajib. 
Sedangkan latar 
belakang pendidikan 
komisaris, dan komisaris 
independen tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS. 
Alfraih 
(2016) 
X = jumlah dewan 
komisaris. 
Y= pengungkapan 
wajib. 
 
Analis regresi 
berganda. 
Sampel dalam 
penelitian ini 
adalah 134 
perusahaan 
non keuangan 
yang terdaftar 
di KSE. 
 
Hasil dalam penelitian 
ini adalah jumlah dewan 
komisaris berpengaruh 
positif terhadap 
pengungkapan wajib. 
Friscadella 
(2017) 
X = jumlah 
anggota dewan 
komisaris. 
Y = 
pengungkapan 
wajib 
 
Teknik analisis 
regresi 
berganda. 
Sampelnya 
adalah 34 
perusahaan 
pertambangan.  
 
Hasil dalam penelitian 
ini adalah jumlah 
anggota dewan komisaris 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
tingkat pengungkapan 
wajib. 
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1.3.    Kerangka Berfikir 
   Kerangka mengenai hubungan antar masing-masing variabel dapat dilihat 
dalam gambar di bawah ini: 
     Gambar 2.I 
Kerangka Konseptual 
 
        Variabel Independen       Variabel Dependen 
  
H1 
 
 H2 
 
 H3 
 
    Berdasarkan skema konseptual di atas, dapat diketahui bahwa model 
penelitian ini hanya dari satu arah yaitu untuk menjelaskan pengaruh good 
governance. Good governance yang dibagi dalam tiga pendekatan yaitu, variabel 
ukuran dewan komisaris, latar belakang dewan komisaris, dan proporsi komisaris 
independen. 
 
 
Ukuran dewan 
komisaris 
Latar belakang 
pendidikan dewan 
komisaris 
Tingkat 
pengungkapan wajib 
setelah konvergensi 
IFRS 
Proporsi komisaris 
independen 
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1.4.     Hipotesis 
1.4.1.   Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS 
 Menurut Muntoro (2006) inti dari corporate governance di Indonesia ada 
pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi 
dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Campbell dan Minguez-Vera (2008) menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris 
yang memadai akan memonitoring kinerja manajemen secara efektif. Forbes dan 
Miliken (1999) dalam Alfraih (2016 menjelaskan bahwa dewan komisaris yang 
banyak akan lebih meningkatkan pemantauan dan kualitas pengungkapan laporan 
keuangan perusahaan.  
   Quigley (2009) menyatakan bahwa peran pengawasan dan pengalaman 
yang diberikan dari dewan komisaris kepada tim manajemen dapat membantu 
para pemangku lainnya dalam mengambil keputusan. Muntoro (2006) 
menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan komisaris ditentukan bedasarkan 
keperluan yang ada di perusahaan. Dewan komisaris yang terlalu sedikit akan 
memberatkan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen. 
   Pitasari dan Septiani (2014) menjelaskan bahwa jumlah dewan komisaris 
yang besar akan mempermudah pengawasan dan pengendalian kegiatan yang 
dilakukan manajemen serta memantau kinerja manajemen sehingga meningkatkan 
kinerja manjemen. Kinerja manajemen yang diawasi oleh dewan komisaris adalah 
pengungkapan dalam laporan keuangan. Muntoro (2006) berpendapat bahwa 
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dewan komisaris ikut serta dalam memantau penyusunan laporan keuangan 
perusahaan. Pengungkapan yang ada dalam laporan tersebut akan dimanfaatkan 
oleh para pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan. 
   Akhtarudddin et al. (2009) menyatakan bahwa jumlah dan pengalaman 
dewan komisaris akan memiliki kompetensi yang baik dalam pelaksanaan 
tugasnya, sehingga dapat memberikan pengaruh kepada manajemen untuk 
melakukan pengungkapan wajib. Gunawan dan Hendrawati (2016) 
mengemukakan bahwa semakin banyak dewan komisaris di dalam perusahaan 
maka pengawasan, pengevaluasian serta pelaksanaan kebijakan oleh manajemen 
semakin berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga akan 
mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
   Hal ini dibuktikan dari penelitian Alfraih (2016) yang menemukan bahwa 
ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 
wajib. Gunawan dan Eka (2016) juga melakukan penelitian tentang ukuran dewan 
komisaris dan mendapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 
positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. 
   Selain itu, Friscadella (2017) juga melakukan penelitian tentang ukuran 
dewan komisaris dan menemukan hasil bahwa ukuran dewan komisaris 
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat mandatory disclosure 
konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dikembangkan 
adalah: 
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H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 
wajib konvergensi IFRS. 
1.4.2.   Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS 
   Lukviarman (2016:135) menyatakan bahwa dewan komisaris harus 
memiliki integritas individu yang harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan 
dalam melaksanakan tugasnya. Jika dewan komisaris fokus terhadap peran 
kepatuhaan dan mengerti tugas dibidangnya, maka implementasi tingkat 
kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan yang ditetapkan akan baik. 
   Kusumastuti dkk. (2009) dewan komisaris yang memiliki anggota dengan 
latar belakang ekonomi dan bisnis lebih banyak cenderung lebih taat terhadap 
pengungkapan wajib yang diharuskan. Karena dewan komisaris yang memiliki 
latar belakang pendidikan bisnis dan atau ekonomi akan memiliki pengetahuan 
lebih banyak di bidang bisnis sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan 
yang lebih untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis perusahaan. 
   Effendi (2009:17) menjelaskan bahwa dewan komisaris harus mengetahui 
dan mentaati peraturan yang berlaku di pasar modal. Menurut Muntoro (2006) 
dewan komisaris harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidangnya agar 
mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dewan komisaris yang mempunyai 
pengetahuan dibidang ekonomi akan lebih paham terhadap tugasnya dalam 
mengawasi pihak manajemen dalam melakukan pengungkapan di laporan 
keuangannya.  
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   Ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharis dan 
Suhardjanto (2012) yang menemukan bahwa latar belakang pendidikan komisaris 
dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dikembangkan 
adalah: 
H2: Latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 
tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
1.4.3.   Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS 
   Nasution dan Setiawan (2007) menjelaskan bahwa komisaris independen 
dapat meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan 
adanya komisaris independen perusahaan akan dituntut untuk lebih transparansi 
dalam melakukan pengungkapan wajib yang sudah terkonvergensi dengan IFRS. 
Menurut Suhardjanto dan Afni (2019) ini dikarenakan komisaris independen 
merupakan pihak yang berasal dari luar perusahaan dan tidak ada yang terafiliasi 
dengan perusahaan. 
  Friscadella (2017) menjelaskan bahwa komisaris independen mempunyai 
tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan 
perusahaan. Karena tidak ada hubungan dengan perusahaan, maka komisaris 
independen akan melakukan pengawasannya lebih baik daripada komisaris yang 
berasal dari perusahaan sehingga meningkatkan transparansi dalam melakukan 
pengungkapan wajib. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Prawinandi dkk 
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(2012) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen positif 
mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 
yang dikembangkan adalah: 
H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat 
pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
1.1.   Waktu dan Obyek Penelitian 
   Penelitian dilakukan pada Oktober 2017 sampai April 2018. Penelitian ini 
menganalisis ukuran dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris dan 
proporsi dewan komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2015-2016 di 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 
 
1.2.    Jenis Penelitian 
    Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui 
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 
data dengan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo 1999: 12). 
 
1.3.   Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
3.1.1 Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2015-2016. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 
143 perusahaan manufaktur. 
3.1.2 Sampel 
  Sampel yang digunakan peneliti adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Kriteria Penentuan Sampel 
 
No. Ketentuan  Jumlah  
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI tahun 2015-2016 
 
Perusahaan manufaktur yang berturut-turut 
listing 
 
Perusahaan yang tidak mengungkap data 
mengenai variabel 
 
Perusahaan manufaktur yang memiliki data 
lengkap tahun 2015-2016 
 
143 
 
 
122 
 
 
      (47)   _  
 
 
75 
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 75x2 
tahun 
150 
 
Berdasarkan kriteria di atas jumlah sampel yang digunakan penulis adalah 
75 perusahaan manufaktur. 
 
3.1.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan purposive sampling, artinya pemilihan sampel berdasarkan tujuan 
dan target tertentu dengan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang 
informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (sesuai 
dengan tujuan atau masalah penelitian) (Indriantoro & Supomo, 1999: 131). 
Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2016. 
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2. Perusahaan manufaktur yang memiliki data-data lengkap terkait dengan 
penelitian. 
 
1.4.     Data dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian adalah laporan tahunan Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2015-2016. Data laporan diperoleh 
dari situs BEI (www.idx.co.id) atau web resmi masing-masing perusahaan 
sampel.  
 
1.5.     Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian, yaitu 
variabel dependen dan variabel independen, penjelasan masing-masing variabel 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Variable Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS. 
2. Variable Independen 
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 
Variabel independen: jumlah dewan komisaris, latar belakang pendidikan 
komisaris, dan proporsi komisaris independen. 
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1.6.     Definisi Operasional Variabel 
  Definisi operasional masing-masing variabel dapat dilihat dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 3.3 
Definisi Operasional Variabel 
 
No.  Variabel  Definisi Operasional Indikator  
1. Tingkat 
pengungkapan 
wajib 
konvergensi 
IFRS (Y) 
Pengungkapan wajib adalah 
pengungkapan minimum 
yang harus dilakukan oleh 
perusahaan yang telah 
disyaratkan oleh standar 
akuntansi yang berlaku 
(Suwardjono, 2005). 
% skor pengungkapan 
yang sesuai, serta N/A jika 
item tersebut tidak dapat 
diterapkan dalam 
perusahaan (Apostolou 
dan Nanopoulos 2009). 
2. Ukuran 
dewan 
komisaris 
(X1) 
Dewan komisaris 
merupakan inti dari struktur 
tata kelola perusahaan di 
Indonesia, di mana 
tugasnya sebagai pengawas 
manajemen dalam 
mengelola perusahaan 
(Alfraih, 2016). 
Jumlah anggota dewan 
komisaris (Alfraih, 2016). 
3. Latar 
belakang 
pendidikan 
komisaris 
(X2) 
Latar belakang pendidikan 
adalah riwayat perjalanan 
pendidikan yang ditempuh 
oleh dewan komisaris 
(KNKG, 2006). 
Variabel dummy apabila 
komisaris utama 
mempunyai latar belakang 
pendidikan ekonomi atau 
keuangan = 1, selain 
bidang tersebut = 0 
(Suhardjanto dan Miranti, 
2009). 
4. Proporsi 
komisaris 
independen 
(X3) 
Komisaris independen 
merupakan komisaris yang 
berasal dari luar perusahaan 
(FCGI, 2001). 
Perbandingan jumlah 
komisaris independen 
dengan jumlah seluruh 
anggota dewan komisaris 
(Haniffa dan Cookie, 
2005) 
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1.7.    Teknik Analisis Data 
   Pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. Analisis regresi dapat 
memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian klasik ada beberapa macam 
pengujian, meliputi: 
1. Uji Normalitas 
 Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji data yang 
terdistribusi normal digunakan alat uji normalitas, yaitu analis grafik histogram 
dan grafik normal plot dan uji Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S). Dasar 
pengambilan keputusan analisis statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-
Sample K-S) adalah (Ghozali, 2016): 
a. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima. Hal ini 
berarti data residual terdistribusi normal. 
b. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05, maka H0 diterima. Hal ini 
berarti data residual tidak terdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Pada model yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 
tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dilakukan dengan melihat: 
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a. Nilai Tolerance < 0,1 atau Variance Inflation Factor (VIF) > 10 
menunjukkan bahwa data tersebut terjadi multikolinearitas. 
b. Nilai Tolerance > 0,1 atau Variance Inflation Factor (VIF) < 10 
menunjukkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. 
3. Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada 
periode t-1. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang 
sempurna antara anggota-anggota observasi. Untuk mengetahui ada korelasi atau 
tidak dapat diketahui melalui uji Runs Test. Kriteria penggujian dasar 
pengambilan uji statistik adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016): 
a. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini berarti 
terjadi gejala autokorelasi. 
b. Jika nilai Asymp Sig (2 tailed) > 0,05 maka Ho diterima. Hal ini berarti 
tidak terjadi gejala autokorelasi. 
4. Heteroskedastisitas 
 Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk 
menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser 
dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. 
Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, dan absolut 
adalah nilai mutlaknya. Kriterianya sebagai berikut: 
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a. Jika signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual > 0,05 
maka terjadi masalah heteroskedastisitas. 
b. Jika signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual < 0,05 
maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 
1.8.   Analisis Regresi Linier Berganda 
   Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang dikembangkan adalah 
sebagai berikut:  
MDSC = a + b 1 UKDE + b2 LBDK +  b3 DKIN+ e   
Keterangan :  
MDSC  = tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS 
a   = konstanta  
b1   = koefisien regresi berganda  
UKDE  = ukuran dewan komisaris 
LBDK  = latar belakang pendidikan dewan komisaris 
DKIN  = proporsi komisaris independen 
e   = erorr term 
 
1.9. Uji Ketepatan Model 
1. Koefisisen determinasi (R2) 
 Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai 
koefisien determinasi hanya terdiri dari nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Kriterianya 
sebagai berikut: 
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a.   Nilai koefisien determinasi yang kecil (mendekati nol) memiliki arti bahwa 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 
dependen sangat terbatas 
b.   Nilai yang lebih besar (mendekati satu) memiliki arti bahwa variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
  Ghozali (2016) menyarankan penggunaan nilai adjusted R
2
 pada saat 
mengevaluasi model regresi yang terbaik, hal ini dikarenakan nilai adjusted R
2 
dapat naik dan turun bahkan dalam kenyataannya nilainya dapat menjadi negatif. 
2.   Uji F 
   Pengujian Goodness of Fit berfungsi untuk menguji parameter secara 
simultan untuk mengetahui kecocokan model analisis tersebut. Kriteria 
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016): 
a.   Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikansi (0,05), maka 
hipotesis ditolak. Ini berarti secara simultan variabel independen memiliki 
pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
b.   Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikansi (0,05), maka 
hipotesis diterima. Ini berarti secara simultan variabel independen tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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3. Uji Statistik T 
 T-test digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 5,000%, 
maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 
1) Bila nilai signifikan t < 0,050, maka Ho ditolak, artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap 
variabel dependen. 
2) Apabila nilai signifikan t > 0,050, maka Ho diterima, artinya tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen 
terhadap variabel dependen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
4.1.   Gambaran Umum Objek Penelitian 
 
Industri Manufaktur memiliki karakteristik utama yaitu mengolah sumber 
daya melalui proses pabrikasi menjadi barang jadi (Putradi, 2017).  Aktivitas 
perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur mempunyai tiga 
kegiatan utama yaitu (Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, 
Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 
Perusahaan Publik, 2002): 
1. Kegiatan utama untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku. 
2. Kegiatan pengolahan atau pabrikasi atau perakitan atas bahan baku menjadi 
bahan jadi. 
3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi  
Ketiga kegiatan utama tersebut tercermin dalam laporan keuangan 
perusahaan pada perusahaan industri manufaktur. Dari segi produk yang 
dihasilkan, aktivitas industri manufaktur mencakup berbagai jenis usaha antara 
lain:  
1. Aneka industri yang terdiri dari:  
a. Mesin dan Alat Berat 
b. Otomotif dan Komponennya 
c. Perakitan (Assembling) 
d. Tekstil dan Garmen 
e. Sepatu dan Alas Kaki Lain 
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f. Kabel, Barang Elektronika  
2. Industri Barang Konsumsi 
a. Rokok 
b. Farmasi 
c. Kosmetika  
3. Industri Dasar dan Kimia  
a. Semen 
b. Keramik 
c. Porselen 
d. Kaca 
e. Logam 
f. Kimia 
g. Plastik dan Kemasan 
h. Pulp dan Kertas 
 
Secara keseluruhan struktur organisasi tujuh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini hampir semuanya sama, hanya terdapat 
sedikit perbedaan pada divisi yang dibawahi oleh direksi. Struktur organisasi 
tujuh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari :  
1. Dewan Komisaris  
2. Direksi  
3. Komite Audit  
4. Sekretaris Perusahaan 
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5. Divisi Keuangan dan Akuntansi 
6. Divisi Sumber Daya Manusia  
7. Dan divisi-divisi lain sesuai dengan kebutuhan setiap perusahaan 
 
Adapun daftar perusahaan yang telah lolos untuk dijadikan sampel yaitu 
sebagai berikut. 
Tabel 4.1 
Daftar Sampel 
 
No  Kode  Nama Perusahaan 
1. BATA PT Sepatu Bata Tbk. 
2. BIMA PT Primarindo Asia Infrastucture Tbk. 
3. IKBI  PT Sumi Indo Kabel Tbk. 
4. JECC PT Jembo Cable Co Tbk. 
5. KBLI  PT KMI and Cable Tbk. 
6. KBLM PT Kabel Indo Murni Tbk. 
7. PTSN PT Sat Nusa Persada Tbk. 
8. ADES PT Akasha Wira International Tbk. 
9. ALTO PT Tri Bayan Tirta Tbk. 
10. DLTA PT Delta Djakarta Tbk 
11. MYOR PT Mayora Indah Tbk 
12. ROTI PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk 
13. SKBM PT Sekar Bumi Tbk 
14. RMBA PT Benthoel Internasional Investama Tbk 
15. AUTO PT Astra Otoparts Tbk 
16. BRAM PT Indo Kordsa Tbk 
17. GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 
18. IMAS PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 
19. INDS  PT Indospiring Tbk 
20. LAPD PT Multi Prima Sejahtera Tbk 
21. LPIN PT Multi Prima Sejahtera Tbk 
22. MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk 
23. NIPS PT Nipress Tbk 
24. INDR PT Indo-Rama Siynthetics Tbk 
25. RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 
26. MYTX PT Asia Pasific Investama Tbk 
27. TRIS  PT Trisula International Tbk 
        Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
No  Kode  Nama Perusahaan 
28. WIIM PT Wismilak Tbk 
29. DVLA PT Darya-Varia Laboratorium Tbk 
31. KAEF PT Indofarma Tbk 
32. KLBF PT Kimia Farma Tbk 
33. MERK PT Merck Tbk 
34. PYFA PT Pyridom Farma Tbk 
35. MBTO PT Martina Berto Tbk 
36. MRAT PT Mustika Ratu Tbk  
37. UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 
38. KINO PT Kino Indonesia Tbk 
39. LINK PT Link Net Tbk 
40. LMPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk 
41. SMBR PT Semen Baturaja Tbk 
42. KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 
43. WTON PT Wika Beton Tbk 
44. AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 
45. ARNA PT Arwana Citar Mulia Tbk 
46. IKAI PT Intikeramik Alama Sri Industri Tbk 
47. MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 
48. TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 
49. ALKA PT Alaskasa Industrindo Tbk 
50. CBTN PT Citra Tubindo Tbk 
51. GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
52. ITMA PT Sumber Energi Andalan Tbk 
53. KRAS PT Krakatau Steel Tbk 
54. LION PT Lion Metal Work Tbk 
55. NIKL PT Pelat Timah Nusantara Tbk 
56. PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk 
57. BAJA PT Sarana Central Bajatama Tbk 
58. DPNS PT Dyta Pertiwi Nusantara Tbk 
59. INCI PT Intanjaya Internasional Tbk 
60. TPIA PT Candra Asri Petro Chemical Tbk 
61. UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk 
62. BRNA PT Berlina Tbk 
63. IGAR PT Champion Pasific Indonesia Tbk 
64. IMPC PT Impack Pratama Tbk 
65. IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
66. SIMA PT Siwani Makmur Tbk 
67. YPAS PT Yanaprima Hasta Persada Tbk 
68. TALF PT Tunas Alfin Tbk 
        Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
 
 
No  Kode  Nama Perusahaan 
69. CPIN PT Charoen Pokphand Tbk 
70. JPFA PTJapfa Comfedd Tbk 
71. SULI PT SLJ Global Tbk 
72. ALDO PT Alkindo Naratama Tbk 
73. DAJK PT Dwianeka Jaya Tbk 
74. FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk 
75.  INKP PT Indah Kiat Pulp dab Paper Corp Tbk 
Sumber: Data diolah, 2018 
 
 
4.2.  Pengujian dan Hasil Analisis Data 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan 
komisaris, latar belakang dewan komisaris dan proporsi komisaris independen 
terhadap tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. Laporan 
keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2015 hingga 2016 digunakan sebagai sumber data penelitian. 
 
4.2.1. Uji Statistik Deskriptif 
 
Analisis deskriptif dilakukan untuk menginterpretasi hasil dari olah data 
menjadi sebuah kesimpulan serta menggambarkan maksud dari angka-angka yang 
tercantum di dalamnya. Nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi 
merupakan gambaran deskriptif data yang harus dijabarkan. Adapun hasil 
perhitungan deskriptif data terlihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 
Statistics 
 MDSC UKDE DKIN 
N 
Valid 150 150 150 
Missing 0 0 0 
Mean 0,6241 4,0933 0,3643 
Median 0,6300 3,0000 0,3000 
Std. Deviation 0,10672 1,60263 0,12630 
Minimum 0,43 2,00 0,15 
Maximum 0,84 9,00 0,80 
Sumber: Data diolah, 2018 
 Hasil tabel analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah data 
yang diobservasi yaitu sebanyak 150 data yang diperoleh dari 75 perusahaan 
dikalikan dengan masa pengamatan selama 2 tahun yaitu dari tahun 2015 hingga 
tahun 2016. Adapun interpretasi dari tabel 4.2 yaitu sebagai berikut: 
1. Tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS merupakan variabel yang 
diukur menggunakan nilai scoring sehingga nilai minimum 43% dan nilai 
maximum 84%. Perusahaan yang melakukan pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS tertinggi adalah PT Astra Otoparts (AUTO) dan 
perusahaan yang melakukan pengungkapan wajib konvergensi IFRS terendah 
adalah PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia (KBRI). Nilai rata-rata tingkat 
pengungkapan wajib konvergensi IFRS yaitu 62,41% dengan standard 
deviation 10,672. 
2. Nilai dari dewan komisaris merupakan jumlah keanggotaan dewan komisaris 
di dalam perusahaan sampel. Nilai minimum jumlah dewan komisaris yaitu 2, 
nilai maksimumnya 9, nilai rata-rata sebesar 4,0933 dan standard deviation 
sebesar 1,60263. 
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3. Proporsi komisaris independen diukur menggunakan rasio. Nilai minimum 
dewan komisaris independen yaitu sebesar 15% dan nilai maksimum  80%, 
rata-rata komisaris independen yaitu 36,43 dengan standard deviation 12,630.  
Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi 
Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
.00 60 40.0 40.0 40.0 
1.00 90 60.0 60.0 100.0 
Total 150 100.0 100.0  
Sumber: Data diolah, 2018 
 Hasil menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan dewan 
komisaris adalah variabel dummy, di mana 1 adalah dewan komisaris yang 
mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi, dan 0 selain ekonomi. Dewan 
komisaris mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi 60% dari total 
perusahaan sampel, dan 40% bukan ekonomi.  
 
4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
  
1. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas yang digunakan dalam model regresi ini adalah uji 
statistik non-parametrik kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).  Adapun hasil uji 
normalitas dalam penelitian ini ditampilkan di dalam tabel 4.3 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 150 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0,0000 
Std. Deviation 0,06503 
Most Extreme Differences 
Absolute 0,111 
Positive 0,111 
Negative -0,056 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,359 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,0501 
Sumber: Data diolah, 2018 
Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai kolmogrov-smirnov (K-
S) yaitu dengan nilai signifikansi 0,0501 sama dengan 0,05 maka dapat dikatakan 
bahwa data tidak terdistribusi secara normal. 
2. Uji Autokorelasi  
Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian 
terhadap nilai uji run test. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual 
terjadi secara random atau tidak (sistematis). Niali test>sig 0,05 sehingga residual 
dapat diterima atau tidak terjadi autokorelasi. Adapun kriteria dari uji run test 
sebagai berikut: 
a. H0: residual (res_1) random (acak) 
b. HA:residual (res_1) tidak random 
 
Adapun hasil pengujian autokorelasi ditampilkan di dalam tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi 
Runs Test 
 Unstandardized Residual 
Test Value
a
 -0,00316 
Cases < Test Value 75 
Cases >= Test Value 75 
Total Cases 150 
Number of Runs 78 
Z 0,328 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,743 
Sumber: Data diolah, 2018 
Hasil pengujian di atas memperlihatkan bahwa besarnya test value yaitu -
0,00316 dengan tingkat signifikansi 0,743 lebih besar dari tingkat signifikansi 
0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat acak dan tidak terjadi 
autokorelasi di dalamnya. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji 
Glejser, yaitu mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresi nilai 
absolut residual terhadap variabel independen. Pengambilan keputusan mengenai 
heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (probability 
value>0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala 
heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas ditampilkan dalam 
tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 8.644E-017 0,022  0,000 1,000 
UKDE 0,000 0,003 0,000 0,000 1,000 
LBDK 0,000 0,011 0,000 0,000 1,000 
DKIN 0,000 0,043 0,000 0,000 1,000 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil di atas maka dapat terlihat bahwa seluruh variabel 
independen memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Maka dapat dijelaskan 
bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas atau data bersifat 
homokedastisitas dimana nilai variance  dari residual bersifat tetap. 
4. Uji Multikolonieritas  
Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas adalah dengan melihat 
nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang 
rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cut off yang 
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance 
<0,10 atau sama dengan VIF>10. Adapun hasil pengujian multikolonieritas 
ditampilkan dalam tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolonieritas 
 
    Coefficients   
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil pengujian di atas maka dapat terlihat bahwa data tidak 
mengalami multikolonieritas. Hal tersebut terlihat dari nilai VIF masing-masing 
variabel tidak ada yang melebihi 10. Maka dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat 
hubungan atau korelasi diantara variabel independen. 
  
4.2.3. Uji Ketepatan Model 
 
1. Uji statistik F 
Model regresi dinyatakan layak jika angka signifikansi F pada tabel 
ANOVA<0,05. Adapun hasil uji statistik F ditampilkan di dalam tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Statistik F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 1,067 3 0,356 82,403 0,000
b
 
Residual 0,630 146 0,004   
Total 1,697 149    
Sumber: Data diolah, 2018 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
UKDE ,928 1,077 
LBDK ,918 1,089 
DKIN ,977 1,023 
12 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F sebesar 82,403 lebih 
besar dari 3 dan dengan signifikansi kurang dari 0,000. Hal ini membuktikan 
bahwa HA diterima dimana semua variabel independen secara serentak 
merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Dalam penelitian menggunakan nilai adjusted R2 untuk mengevaluasi 
model regresi terbaik. Adapun hasil dari koefisien determinasi ditampilkan dalam 
tabel 4.8. 
Tabel 4.8 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 0,793
a
 0,629 0,621 0,06569 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas diketahui nilai adjusted R
2 
yaitu sebesar 0,613. Hal ini membuktikan bahwa variabel independen dan variabel 
kontrol  mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 62,1% dan sisanya 37,9% 
dijelaskan oleh variabel lain. 
 
4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda  
 
Dalam penelitian ini pengujian regresi dilakukan untuk menguji hubungan 
antara ukuran dewan komisaris, latar belakang dewan komisaris dan proporsi 
komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi 
IFRS. Adapun hasil analisis regresi berganda ditampilkan dalam tabel 4.9 
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Tabel 4.9 
Hasil Analisis Regresi Berganda  
                                                                      
                                                                      Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,403 ,022  18,292 ,000 
UKDE ,051 ,003 ,762 14,551 ,000 
LBDK ,022 ,011 ,101 1,913 ,058 
DKIN ,000 ,043 ,000 ,006 ,977 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang ditampilkan oleh tabel 4.3 
maka persamaan regresi liner berganda dapat dituliskan sebagai berikut: 
 
MDSC = 0,403 + 0,051 UKDE + 0,022 LBDK + 0,000 DKIN + 0,22 
 
Interpretasi dari hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Hasil regresi tersebut menampilkan konstanta sebesar 0,403. Hal ini 
mengindikasikan bahwa dengan ketentuan variabel independen (UKDE, 
LBDK, DKIN) pada observasi ke i dan periode ke t nol (0), maka 
pengungkapan  wajib konvergensi IFRS sebesar 0,403. 
2. Koefisien regresi ukuran dewan komisaris yaitu sebesar 0,051 hal ini 
menunjukkan apabila dewan komisaris pada suatu perusahaan bertambah 1 
(satu) orang, maka nilai pengungkapan wajib konvergensi IFRS juga akan 
bertambah sebesar 0,051.  
3. Koefisien regresi  latar belakang dewan komisaris yaitu sebesar 0,022 hasil 
tersebut menunjukkan bahwa apabila dewan komisaris yang mempunyai latar 
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belakang ekonomi maka nilai pengungkapan wajib konvergensi IFRS 
bertambah sebesar 0,022.  
4. Koefisien regresi proporsi komisaris independen yaitu sebesar 0,000. Nilai 
tersebut menunjukkan apabila nilai proporsi komisaris independen 
ditambahkan 1% maka nilai pengungkapan wajib konvergensi IFRS 
bertambah sebesar 0,000. 
 
4.2.5. Uji Hipotesis 
1. Uji Regresi Parsial (Uji t) 
Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 
secara individual terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji statistik t 
ditampilkan pada tabel 4.10. 
 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Statistik t 
                                                                      
                                                                      Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,403 ,022  18,292 ,000 
UKDE ,051 ,003 ,762 14,551 ,000 
LBDK ,022 ,011 ,101 1,913 ,058 
DKIN ,000 ,043 ,000 ,006 ,977 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa: 
1. Variabel independen pertama yaitu ukuran dewan komisaris secara statistik 
menunjukkan hasil yang signifikan pada α=0,05, yaitu sebesar 0,000 dengan 
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nilai t sebesar 14,551dinyatakan dengan tanda positif maka pengaruhnya 
adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari signifikasi 0,000< 0,05. Ini 
menunjukkan bahwa variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependenya itu tingkat 
pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS, sehingga H1 dalam penelitian 
ini diterima. 
2. Variabel independen kedua yaitu latar belakang pendidikan dewan komisaris 
secara statistik menunjukkan hasil tidak signifikan pada α=0,05, yaitu sebesar 
0,058. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya lebih dari 0,05 (0,058>0,05). 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu latar belakang 
pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen yaitu tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS, 
sehingga H2 dalam penelitian ini ditolak. 
3. Variabel independen terakhir yaitu dewan komisaris independen secara 
statistik menunjukkan hasil tidak signifikan pada α=0,05, yaitu sebesar 0,977. 
Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya lebih dari 0,05 (0,977>0,05). Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen yaitu dewan komisaris independen 
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat 
pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS, sehingga H3 dalam penelitian 
ini ditolak. 
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1.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
 
1.3.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris (X1) Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Wajib Setelah Konvergensi IFRS (Y) 
 
Berdasarkan hasil uji statistik t diketahui bahwa ukuran dewan komisaris 
berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib setelah 
konvergensi IFRS. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak jumlah dewan 
komisaris yang ada di perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan wajib 
setelah konvergensi IFRS. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Alfraih (2016); Prawinandi 
dkk (2012); Kharis dan Suhardjanto (2012); Sutiyok dan Rahmawati (2016); 
Gunawan dan Hendrawati (2016); dan juga Friscadella (2017) yang membuktikan 
bahwa ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib 
konvergensi IFRS. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak 
jumlah dewan komisaris maka tingkat pengawasan terhadap pengungkapan wajib 
akan lebih tinggi. 
Hal tersebut didukung oleh penelitian Campbell dan Minguez-Vera (2008) 
yang menjelaskan bahwa dengan adanya dewan komisaris yang memadai di 
dalam suatu perusahaan maka pemantauan penyusunan laporan keuangan akan 
lebih efektif. Gunawan dan Hendrawati (2016) berpendapat bahwa dewan 
komisaris yang banyak dapat meningkatkan pengawasan, pengevaluasian, dan 
pelaksanaan kebijakan direksi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga 
meningkatkan pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. 
Pitasari dan Septiani (2014) menjelaskan teori agensi merupakan suatu 
konsep yang menjelaskan hubungan antara principal dan manajemen. Manajemen 
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harus dapat menyakinkan investor bahwa manajemen tidak akan 
menyalahgunakan dana yang diinvestasikan. Dalam hal ini manajemen 
perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan 
memudahkan mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan memantau kinerja 
manajemen sehingga dapat meningkatkan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. 
Menurut Friscadella (2017) penambahan dewan komisaris juga dapat 
meningkatkan tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. Hal 
tersebut dikarenakan tingkat pengawasan pada kinerja perusahaan semakin 
meningkat sehingga perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang 
dimilikinya. Informasi tersebut diungkapkan guna mempermudah pihak-pihak 
berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. 
 
1.3.2. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris (X2) 
Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Setelah Konvergensi IFRS 
(Y) 
 
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa latar belakang dewan 
komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib setelah 
konvergensi IFRS. Hasil ini sesuai dengan penelitian Prawinandi (2012); 
Gunawan dan Hendrawati (2016) yang membuktikan bahwa latar belakang 
pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
wajib setelah konvergensi IFRS. 
Dewan komisaris yang mempunyai latar belakang ekonomi tidak dapat 
mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. 
Kusumastuti dkk (2007) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan ekonomi 
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komisaris utama tidak sesuai dengan jenis bidang usaha perusahaan. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Afni (2009) hanya fokus pada bidang 
ekonomi dan bisnis. Berdasarkan penelitian ini ada komisaris perusahaan yang 
bukan dari ekonomi dan bisnis sehingga dianggap tidak berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS.   
 
1.3.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen (X3) Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Wajib Setelah Konvergensi IFRS (Y) 
 
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa dewan komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib setelah 
konvergensi IFRS.  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kharis dan Suhardjanto 
(2012); Pitasari dan Septiani (2014); Akvila (2015); Gunawan dan Hendrawati 
(2016) yang membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh 
terhadap tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. 
Menurut Surya dan Yudistira (2006) hal tersebut dikarenakan dewan 
komisaris yang ada di Indonesia dipilih berdasarkan penghormatan atau 
penghargaan, bukan karena kompetensi dan integritas. Selain itu Pitasari dan 
Septiani (2014) juga menjelaskan bahwa proporsi dewan komisaris independen 
lebih kecil daripada jumlah keseluruhan dewan komisaris, sehingga belum cukup 
berpengaruh dalam melaksanakan pengawasan. Dewan komisaris independen 
yang sedikit dan yang dipilih berdasarkan penghargaan diduga belum dapat 
maksimal dalam melakukan pengawasan dan dianggap tidak dapat mempengaruhi 
tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. 
BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, 
latar belakang dewan komisaris dan proporsi komisaris independen  terhadap 
tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. Maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. Karena semakin banyak 
jumlah dewan komisaris, maka pembagian tugas dewan komisaris lebih 
sedikit sehingga tingkat pengawasan lebih baik dan dapat meningkatkan 
pengungkapan wajib.  
2. Latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi 
IFRS. Karena pengungkapan wajib sudah menjadi aturan wajib bagi 
perusahaan sehingga latar belakang ekonomi dewan komisaris tidak 
berpengaruh.  
3. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen yaitu tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. 
Karena dewan komisaris independen di Indonesia hanya sedikit dibandingkan 
dengan jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian  
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2016 sehingga belum bisa 
menggambarkan keadaan tingkat pengungkapan wajib di Indonesia yang 
sesungguhnya. 
2. Sampel yang digunakan yaitu sebesar 75 perusahaan manufaktur saja.  
3. Terdapat variabel lain yang lebih bisa mempengaruhi besarnya tingkat 
pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. 
5.3.  Saran-saran  
Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka penulisan mengajukan 
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 
1. Pada penelitiannya yang selanjutnya akan lebih baik apabila jangka waktu 
dan sampel dari pengamatan ditambah agar lebih terlihat pengaruhnya.  
2. Menggunakan variabel independen lain yang mungkin lebih bisa 
mendeskripsikan tingkat pengungkapan wajib setelah konvergensi IFRS. 
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Lampiran 2  
Data Ukuran Dewan Komisaris, dan Latar Belakang Pendidikan Komisaris 
 
No. Perusahaan Tahun  UKDE  LBDK No. Perusahaan Tahun  UKDE  LBDK 
1 BATA 2015 5 1 35 IMAS 2015 7 1 
2 
 
2016 5 1 36  2016 7 1 
3 BIMA 2015 3 0 37 INDS 2015 3 1 
4 
 
2016 3 0 38  2016 3 1 
5 IKBI 2015 3 0 39 LPIN 2015 3 0 
6 
 
2016 3 0 40  2016 3 0 
7 JECC 2015 3 0 41 MASA 2015 5 1 
8 
 
2016 3 0 42  2016 5 1 
9 KBLI 2015 5 1 43 NIPS 2015 3 0 
10 
 
2016 5 1 44  2016 3 0 
11 KBLM 2015 3 0 45 INDR 2015 5 1 
12 
 
2016 3 0 46  2016 5 1 
13 PTSN 2015 3 1 47 RICY 2015 3 1 
14 
 
2016 3 1 48  2016 3 1 
15 ADES 2015 3 1 49 MYTX 2015 4 1 
16 
 
2016 3 1 50  2016 4 1 
17 ALTO 2015 3 0 51 TRIS 2015 3 1 
18 
 
2016 2 0 52  2016 3 1 
19 DLTA 2015 5 1 53 WIIM 2015 3 0 
20 
 
2016 5 1 54  2016 3 0 
21 MYOR 2015 5 0 55 DVLA 2015 6 1 
22 
 
2016 5 0 56  2016 6 1 
23 ROTI 2015 3 1 57 INAF 2015 3 0 
24 
 
2016 3 1 58  2016 3 0 
25 SKBM 2015 3 0 59 KAEF 2015 5 0 
26 
 
2016 3 0 60  2016 5 0 
27 RMBA 2015 5 1 61 KLBF 2015 7 0 
28 
 
2016 5 1 62  2016 7 0 
29 AUTO 2015 9 1 63 MERK 2015 3 1 
30 
 
2016 8 1 64  2016 3 1 
31 BRAM 2015 5 1 65 PYFA 2015 3 1 
32 
 
2016 5 1 66  2016 3 1 
33 GJTL 2015 6 0 67 MBTO 2015 3 0 
34 
 
2016 6 0 68  2016 3 0 
     69 MRAT 2015 3 1 
     70  2016 3 1 
        Tabel berlanjut… 
3 
 
Lanjutan tabel… 
No. Perusahaan Tahun  UKDE  LBDK No. Perusahaan Tahun  UKDE  LBDK 
71 UNVR 2015 5 1 107 NIKL 2015 6 0 
72  
2016 5 1 108  2016 6 0 
73 KINO 2015 3 0 109 PICO 2015 3 1 
74  
2016 3 0 110  2016 3 1 
75 LINT 2015 2 0 111 BAJA 2015 3 0 
76 
 
2016 2 0 112  2016 3 0 
77 LMPI 2015 2 0 113 DPNS 2015 3 1 
78 
 
2016 2 0 114  2016 3 1 
79 SMBR 2015 6 1 115 INCI 2015 3 1 
80 
 
2016 6 1 116  2016 3 1 
81 SMLB 2015 7 1 117 TPIA 2015 7 0 
82 
 
2016 7 1 118  2016 7 0 
83 WTON 2015 7 1 119 UNIC 2015 6 0 
84 
 
2016 6 1 120  2016 6 0 
85 AMFG 2015 6 1 121 BRNA 2015 3 0 
86 
 
2016 6 1 122  2016 3 0 
87 ARNA 2015 3 0 123 IGAR 2015 2 0 
88 
 
2016 3 0 124  2016 2 0 
89 IKAI 2015 2 0 125 IMPC 2015 2 0 
90 
 
2016 2 0 126  2016 2 0 
91 MLIA 2015 5 1 127 IPOL 2015 3 0 
92 
 
2016 5 1 128  2016 3 0 
93 TOTO 2015 5 1 129 SIMA 2015 2 1 
94 
 
2016 5 1 130  2016 2 1 
95 ALKA 2015 4 1 131 YPAS 2015 3 0 
96 
 
2016 4 1 132  2016 3 0 
97 CBTN 2015 6 1 133 TALF 2015 5 0 
98 
 
2016 6 1 134  2016 5 0 
99 GDST 2015 3 1 135 CPIN 2015 5 0 
100 
 
2016 3 1 136  2016 5 0 
101 ITMA 2015 3 1 137 JPFA 2015 5 0 
102 
 
2016 3 1 138  2016 5 0 
103 KRAS 2015 6 1 139 SULI 2015 4 0 
104 
 
2016 6 1 140  2016 4 0 
105 LION 2015 3 1 141 ALDO 2015 3 1 
106 
 
2016 3 1 142  2016 3 1 
      
        Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
No. Perusahaan Tahun  UKDE  LBDK 
143 DAJK 2015 2 0 
144  
2016 2 0 
145 FASW 2015 5 1 
146  
2016 5 1 
147 INKP 2015 7 1 
148 
 
2016 7 1 
149 KBRI 2015 2 1 
150 
 
2016 2 1 
 
Keterangan: 
UKDE : jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan. 
LBDK : latar belakang pendidikan dewan komisaris, dimana 1= ekonomi dan 
bisnis, 0 = selain ekonomi dan bisnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
Lampiran 3 
Perhitungan Tingkat Pengungkapan Wajib Setelah Konvergensi IFRS 
No. 
Per. Tahun 
Pers. 
AT 
(nilai 
wajar) S PI BP 
Total  Peng.. 
MDSC 
(total/peng.) 
1 
BATA 2015 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.73  
2 
 
2016 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.73  
3 
BIMA 2015 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.60  
4 
 
2016 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.60  
5 
IKBI 2015 
2 6 N/A N/A N/A 
8 15 
        0.53  
6 
 
2016 
2 6 N/A N/A N/A 
8 15 
        0.53  
7 
JECC 2015 
2 7 1 7 1 
18 19 
        0.51  
8 
 
2016 
2 7 1 7 1 
18 19 
        0.51  
9 
KBLI 2015 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.71  
10 
 
2016 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.71  
11 
KBLM 2015 
1 6 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.46  
12 
 
2016 
1 6 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.46  
13 
PTSN 2015 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.60  
14 
 
2016 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.60  
15 
ADES 2015 
1 7 1 N/A N/A 
9 17 
        0.52  
16 
 
2016 
1 7 1 N/A N/A 
9 17 
        0.52  
17 
ALTO 2015 
1 7 1 N/A N/A 
9 17 
        0.52  
18 
 
2016 
1 7 1 N/A N/A 
9 17 
        0.51  
19 
DLTA 2015 
3 8 1 8 N/A 
20 25 
        0.68  
20 
 
2016 
3 8 1 8 N/A 
20 25 
        0.68  
21 
MYOR 2015 
2 7 1 N/A 2 
10 19 
        0.63  
22 
 
2016 
2 7 1 N/A 2 
10 19 
        0.63  
23 
ROTI 2015 
3 7 N/A N/A N/A 
10 15 
        0.66  
24 
 
2016 
3 7 N/A N/A N/A 
10 15 
        0.66  
25 
SKBM 2015 
1 7 2 N/A 2 
12 19 
        0.63  
26 
 
2016 
1 7 2 N/A 2 
12 19 
        0.63  
27 
RMBA 2015 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.70  
28 
 
2016 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.70  
29 
AUTO 2015 
2 10 N/A N/A N/A 
12 15 
        0.82  
30 
 
2016 
2 10 N/A N/A N/A 
12 15 
        0.80  
31 
BRAM 2015 
3 8 1 7 N/A 
19 28 
        0.71  
32  
2016 
3 8 1 7 N/A 
19 28 
        0.71  
33 
GJTL 2015 
3 9 N/A 2 9 
23 28 
        0.82  
34  
2016 
3 9 N/A 2 9 
23 28 
        0.82  
 
        Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
No. 
Per Tahun 
Pers. 
AT 
nilai 
(wajar) S PI BP 
total Peng. MDSC 
35 
IMAS 2015 
3 8 2 7 2 
22 30         
0.70  
36  
2016 
3 8 2 7 2 
22 30         
0.70  
37 
INDS 2015 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.60  
38  
2016 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.60  
39 
LPIN 2015 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.60  
40  
2016 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.60  
41 
MASA 2015 
2 8 N/A N/A N/A 
10 15         
0.73  
42  
2016 
2 8 N/A N/A N/A 
10 15         
0.73  
43 
NIPS 2015 
3 8 1 N/A 1 
13 19         
0.68  
44  
2016 
3 8 1 N/A 1 
13 19         
0.68  
45 
INDR 2015 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15         
0.73  
46  
2016 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15         
0.73  
47 
RICY 2015 
2 8 N/A N/A N/A 
10 15         
0.66  
48  
2016 
2 8 N/A N/A N/A 
10 15         
0.66  
49 
MYTX 2015 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
0.73 
50  
2016 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
0.73 
51 
TRIS 2015 
3 8 1 8 N/A 
20 28         
0.71  
52  
2016 
3 8 1 8 N/A 
20 28         
0.71  
53 
WIIM 2015 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.60  
54  
2016 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.60  
55 
DVLA 2015 
2 10 N/A N/A N/A 
12 15         
0.80  
56  
2016 
2 10 N/A N/A N/A 
12 15         
0.80  
57 
INAF 2015 
2 6 1 5 N/A 
14 28         
0.50  
58  
2016 
2 6 1 5 N/A 
14 28         
0.50  
59 
KAEF 2015 
3 8 1 8 N/A 
20 28         
0.71  
60  
2016 
3 8 1 8 N/A 
20 28         
0.71  
61 
KLBF 2015 
3 9 N/A N/A N/A 
12 12         
0.80  
62  
2016 
3 9 N/A N/A N/A 
12 12         
0.80  
63 
MERK 2015 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15         
0.60  
64  
2016 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15         
0.60  
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       Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
No. 
Per. Tahun 
Pers 
AT 
(wajar) Sewa PI BP 
Total  Perh. MDCS 
65 
PYFA 2015 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.46  
66 
 2016 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.46  
67 
MBTO 2015 
3 7 N/A N/A N/A 
10 15 
        0.64  
68  
2016 
3 7 N/A N/A N/A 
10 15 
        0.64  
69 
MRAT 2015 
3 6 N/A 6 N/A 
15 26 
        0.57  
70  
2016 
3 6 N/A 6 N/A 
15 26 
        0.57  
71 
UNVR 2015 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.73  
72  
2016 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.73  
73 
KINO 2015 
2 7 1 N/A N/A 
10 17 
        0.58  
74  
2016 
2 7 1 N/A N/A 
10 17 
      58.00  
75 
LINT 2015 
1 9 1 6 N/A 
17 28 
        0.58  
76  
2016 
1 9 1 6 N/A 
17 28 
        0.60  
77 
LMPI 2015 
1 6 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.60  
78  
2016 
1 6 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.47  
79 
SMBR 2015 
2 7 2 N/A N/A 
11 17 
        0.47  
80  
2016 
2 7 2 N/A N/A 
11 17 
        0.64  
81 
SMLB 2015 
2 10 N/A N/A N/A 
12 15 
        0.70  
82  
2016 
2 10 N/A N/A N/A 
12 15 
        0.70  
83 
WTON 2015 
3 7 2 7 1 
20 30 
        0.60  
84  
2016 
3 7 2 7 1 
20 30 
        0.60  
85 
AMFG 2015 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.60  
86  
2016 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.60  
87 
ARNA 2015 
1 8 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.52  
88  
2016 
1 8 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.52  
89 
IKAI 2015 
1 7 1 N/A N/A 
9 9 
        0.60  
90  
2016 
1 7 1 N/A N/A 
9 9 
        0.60  
91 
MLIA 2015 
1 8 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.76  
92  
2016 
1 8 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.76  
93 
TOTO 2015 
3 8 1 N/A N/A 
12 17 
        0.46  
94  
2016 
3 8 1 N/A N/A 
12 17 
        0.46  
95 
ALKA 2015 
1 8 6 N/A N/A 
15 17 
        0.64  
96  
2016 
1 8 6 N/A N/A 
15 17 
        0.64  
97 
CBTN 2015 
3 9 N/A N/A N/A 
12 15 
        0.57  
98  
2016 
3 9 N/A N/A N/A 
12 15 
        0.57  
99 
GDST 2015 
3 8 N/A 8 N/A 
19 26 
        0.73  
100  
2016 
3 8 N/A 8 N/A 
19 26 
        0.73  
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        Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
 
No. 
Per. Tahun 
Pers. 
AT 
(nilai 
wajar) Sewa PI BP 
To0tal  Perrh. MDSC 
(total/perhit) 
101 
ITMA 2015 
1 6 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.51  
102  
2016 
1 6 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.51  
103 
KRAS 2015 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.66  
104  
2016 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.66  
105 
LION 2015 
2 6 1 N/A 1 
10 19 
        0.60  
106  
2016 
2 6 1 N/A 1 
10 19 
        0.60  
107 
NIKL 2015 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.66  
108  
2016 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15 
        0.66  
109 
PICO 2015 
2 6 1 N/A N/A 
9 17 
        0.52  
110  
2016 
2 6 1 N/A N/A 
9 17 
        0.52  
111 
BAJA 2015 
2 6 N/A N/A N/A 
8 15 
        0.54  
112  
2016 
2 6 N/A N/A N/A 
8 15 
        0.54  
113 
DPNS 2015 
2 6 1 N/A N/A 
9 17 
        0.54  
114  
2016 
2 6 1 N/A N/A 
9 17 
        0.54  
115 
INCI 2015 
1 7 2 N/A N/A 
10 10 
        0.54  
116  
2016 
1 7 2 N/A N/A 
10 10 
        0.54  
117 
TPIA 2015 
3 8 2 N/A 2 
15 19 
        0.78  
118  
2016 
3 8 2 N/A 2 
15 19 
        0.78  
119 
UNIC 2015 
3 7 N/A N/A N/A 
10 15 
        0.66  
120  
2016 
3 7 N/A N/A N/A 
10 15 
        0.66  
121 
BRNA 2015 
3 7 2 N/A N/A 
12 12 
        0.54  
122  
2016 
3 7 2 N/A N/A 
12 12 
        0.54  
123 
IGAR 2015 
2 5 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.47  
124  
2016 
2 5 N/A N/A N/A 
8 15 
        0.47  
125 
IMPC 2015 
2 6 N/A N/A 2 
8 17 
        0.52  
126  
2016 
2 6 N/A N/A 2 
8 17 
        0.52  
127 
IPOL 2015 
1 6 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.46  
128  
2016 
1 6 N/A N/A N/A 
7 15 
        0.46  
129 
SIMA 2015 
2 6 1 4 N/A 
13 26 
        0.58  
130  
2016 
2 6 1 4 N/A 
13 26 
        0.58  
131 
YPAS 2015 
2 7 1 N/A N/A 
10 17 
        0.50  
132  
2016 
2 7 1 N/A N/A 
10 17 
        0.50  
133 
TALF 2015 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.54  
134  
2016 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15 
        0.54  
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       Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
No. 
Per. Tahun 
Pers. 
AT 
(nilai 
wajar) Sewa PI BP 
Total  Perhit.  MDSC 
(total / 
Perhit. 
135 
CPIN 2015 
2 7 1 7 1 
18 30         
0.71  
136  
2016 
2 7 1 7 1 
18 30         
0.71  
137 
JPFA 2015 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15         
0.71  
138  
2016 
3 8 N/A N/A N/A 
11 15         
0.71  
139 
SULI 2015 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.70  
140  
2016 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.70  
141 
ALDO 2015 
1 6 N/A N/A 1 
8 17         
0.54  
142  
2016 
1 6 N/A N/A 1 
8 17         
0.54  
143 
DAJK 2015 
1 6 N/A 7 N/A 
14 26         
0.51  
144  
2016 
1 6 N/A 7 N/A 
14 26         
0.51  
145 
FASW 2015 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.69  
146  
2016 
2 7 N/A N/A N/A 
9 15         
0.69  
147 
INKP 2015 
3 7 2 7 N/A 
19 26         
0.80  
148  
2016 
3 7 2 7 N/A 
191 26         
0.80  
149 
KBRI 2015 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15         
0.45  
149 
KBRI 2015 
3 6 N/A N/A N/A 
9 15         
0.45  
 
 
Keterangan : 
Per : perusahaan 
Pers : persediaan 
AT : aset tetap 
PI : properti investasi 
BP : biaya pinjaman 
MDSC : pengungkapan wajib 
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Lampiran 3 
Perhitungan Dewan Komisaris Independen 
Perusahaan Tahun  DK 
KI DKIN 
(DK/KI) 
Perusaha
an Tahun  DK 
KI DKI
N 
BATA 2015 5 2 0.4 TRIS 2015 3 1 0.3 
 
2016 5 2 0.4  2016 3 1 0.3 
BIMA 2015 3 2 0.15 WIIM 2015 3 1 0.3 
 
2016 3 2 0.15  2016 3 1 0.3 
IKBI 2015 3 1 0.3 DVLA 2015 6 2 0.3 
 
2016 3 1 0.3  2016 6 2 0.3 
JECC 2015 3 2 0.6 INAF 2015 3 1 0.3 
 
2016 3 2 0.6  2016 3 1 0.3 
KBLI 2015 5 2 0.4 KAEF 2015 5 1 0.2 
 
2016 5 2 0.4  2016 5 1 0.2 
KBLM 2015 3 1 0.3 KLBF 2015 7 3 0.4 
 
2016 3 1 0.3  2016 7 3 0.4 
PTSN 2015 3 1 0.3 MERK 2015 3 1 0.3 
 
2016 3 1 0.3  2016 3 1 0.3 
ADES 2015 3 1 0.3 PYFA 2015 3 1 0.3 
 
2016 3 1 0.3  2016 3 1 0.3 
ALTO 2015 3 1 0.3 MBTO 2015 3 1 0.3 
 
2016 2 1 0.5  2016 3 1 0.3 
DLTA 2015 5 3 0.6 MRAT 2015 3 1 0.3 
 
2016 5 3 0.6  2016 3 1 0.3 
MYOR 2015 5 1 0.2 UNVR 2015 5 4 0.8 
 
2016 5 1 0.2  2016 5 4 0.8 
ROTI 2015 3 1 0.3 IMAS 2015 7 3 0.4 
 
2016 3 1 0.3  2016 7 3 0.4 
SKBM 2015 3 1 0.3 INDS 2015 3 1 0.3 
 
2016 3 1 0.3  2016 3 1 0.3 
RMBA 2015 5 4 0.8 LPIN 2015 3 1 0.3 
 
2016 5 4 0.8  2016 3 1 0.3 
AUTO 2015 9 3 0.3 MASA 2015 5 2 0.4 
 
2016 8 3 0.4  2016 5 2 0.4 
BRAM 2015 5 2 0.4 NIPS 2015 3 1 0.3 
 
2016 5 2 0.4  2016 3 1 0.3 
GJTL 2015 6 2 0.3 INDR 2015 5 2 0.4 
 
2016 6 2 0.3  2016 5 2 0.4 
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        Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
Perusahaan Tahun  UKDE 
Jumlah 
KI DKIN Perusahaan Tahun  UKDE 
Jumlah 
KI DKIN 
KINO 2015 3 1 0.3 RICY 2015 3 1 0.3 
 
2016 3 1 0.3  2016 3 1 0.3 
LINT 2015 2 1 0.5 MYTX 2015 4 1 0.2 
 
2016 2 1 0.5  2016 4 1 0.2 
LMPI 2015 2 1 0.5 NIKL 2015 6 2 0.3 
 
2016 2 1 0.5  2016 6 2 0.3 
SMBR 2015 6 3 0.5 PICO 2015 3      1 0.3 
 
2016 6 3 0.5  2016 3 1 0.3 
SMLB 2015 7 4 0.5 BAJA 2015 3 1 0.3 
 
2016 7 4 0.5  2016 3 1 0.3 
WTON 2015 7 2 0.2 DPNS 2015 3 1 0.3 
 
2016 6 1 0.1  2016 3 1 0.3 
AMFG 2015 6 2 0.3 INCI 2015 3 1 0.3 
 
2016 6 2 0.3  2016 3 1 0.3 
ARNA 2015 3 1 0.3 TPIA 2015 7 3 0.2 
 
2016 3 1 0.3  2016 7 3 0.2 
IKAI 2015 2 1 0.5 UNIC 2015 6 2 0.3 
 
2016 2 1 0.5  2016 6 2 0.3 
MLIA 2015 5 2 0.4 BRNA 2015 3 1 0.3 
 
2016 5 2 0.4  2016 3 1 0.3 
TOTO 2015 5 2 0.4 IGAR 2015 2 1 0.5 
 
2016 5 2 0.4  2016 2 1 0.5 
ALKA 2015 4 2 0.5 IMPC 2015 2 1 0.5 
 
2016 4 2 0.5  2016 2 1 0.5 
CBTN 2015 6 2 0.3 IPOL 2015 3 1 0.3 
 
2016 6 2 0.3  2016 3 1 0.3 
GDST 2015 3 1 0.3 SIMA 2015 2 1 0.5 
 
2016 3 1 0.3  2016 2 1 0.5 
ITMA 2015 3 1 0.3 YPAS 2015 3 1 0.3 
 
2016 3 1 0.3  2016 3 1 0.3 
KRAS 2015 6 2 0.3 TALF 2015 5 1 0.3 
 
2016 6 2 0.3  2016 5 1 0.3 
LION 2015 3 1 0.3 CPIN 2015 5 2 0.4 
 
2016 3 1 0.3  2016 5 2 0.4 
 
        Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
Perusahaan Tahun  DK KI DKIN (DK/KI) 
JPFA 2015 5 2 0.4 
 
2016 5 2 0.4 
SULI 2015 4 2 0.5 
 
2016 4 2 0.5 
ALDO 2015 3 1 0.3 
 
2016 3 1 0.3 
DAJK 2015 2 1 0.5 
 
2016 2 1 0.5 
FASW 2015 5 3 0.6 
 
2016 5 3 0.6 
INKP 2015 7 2 0.2 
 
2016 7 2 0.2 
KBRI 2015 2 1 0.5 
 
2016 2 1 0.5 
 
Keterangan: 
DK : Dewan Komisaris 
KI : Komisaris Independen 
DKIN : Dewan Komisaris Independen 
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Lampiran 4  
Daftar Perusahaan Manufaktur 
 
No  Kode  Nama Perusahaan 
1. BATA PT Sepatu Bata Tbk. 
2. BIMA PT Primarindo Asia Infrastucture Tbk. 
3. IKBI  PT Sumi Indo Kabel Tbk. 
4. JECC PT Jembo Cable Co Tbk. 
5. KBLI  PT KMI and Cable Tbk. 
6. KBLM PT Kabel Indo Murni Tbk. 
7. PTSN PT Sat Nusa Persada Tbk. 
8. ADES PT Akasha Wira International Tbk. 
9. ALTO PT Tri Bayan Tirta Tbk. 
10. DLTA PT Delta Djakarta Tbk 
11. MYOR PT Mayora Indah Tbk 
12. ROTI PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk 
13. SKBM PT Sekar Bumi Tbk 
14. RMBA PT Benthoel Internasional Investama Tbk 
15. AUTO PT Astra Otoparts Tbk 
16. BRAM PT Indo Kordsa Tbk 
17. GJTL PT Gajah Tunggal Tbk 
18. IMAS PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 
19. INDS  PT Indospiring Tbk 
20. LAPD PT Multi Prima Sejahtera Tbk 
21. LPIN PT Multi Prima Sejahtera Tbk 
22. MASA PT Multistrada Arah Sarana Tbk 
23. NIPS PT Nipress Tbk 
24. INDR PT Indo-Rama Siynthetics Tbk 
25. RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk 
26. MYTX PT Asia Pasific Investama Tbk 
27. TRIS  PT Trisula International Tbk 
28. WIIM PT Wismilak Tbk 
29. DVLA PT Darya-Varia Laboratorium Tbk 
31. KAEF PT Indofarma Tbk 
32. KLBF PT Kimia Farma Tbk 
33. MERK PT Merck Tbk 
34. PYFA PT Pyridom Farma Tbk 
35. MBTO PT Martina Berto Tbk 
36. MRAT PT Mustika Ratu Tbk  
 
        Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
No  Kode  Nama Perusahaan 
37. UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 
38. KINO PT Kino Indonesia Tbk 
39. LINK PT Link Net Tbk 
40. LMPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk 
41. SMBR PT Semen Baturaja Tbk 
42. KBRI PT Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 
43. WTON PT Wika Beton Tbk 
44. AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 
45. ARNA PT Arwana Citar Mulia Tbk 
46. IKAI PT Intikeramik Alama Sri Industri Tbk 
47. MLIA PT Mulia Industrindo Tbk 
48. TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 
49. ALKA PT Alaskasa Industrindo Tbk 
50. CBTN PT Citra Tubindo Tbk 
51. GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
52. ITMA PT Sumber Energi Andalan Tbk 
53. KRAS PT Krakatau Steel Tbk 
54. LION PT Lion Metal Work Tbk 
55. NIKL PT Pelat Timah Nusantara Tbk 
56. PICO PT Pelangi Indah Canindo Tbk 
57. BAJA PT Sarana Central Bajatama Tbk 
58. DPNS PT Dyta Pertiwi Nusantara Tbk 
59. INCI PT Intanjaya Internasional Tbk 
60. TPIA PT Candra Asri Petro Chemical Tbk 
61. UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk 
62. BRNA PT Berlina Tbk 
63. IGAR PT Champion Pasific Indonesia Tbk 
64. IMPC PT Impack Pratama Tbk 
65. IPOL PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
66. SIMA PT Siwani Makmur Tbk 
67. YPAS PT Yanaprima Hasta Persada Tbk 
68. TALF PT Tunas Alfin Tbk 
69. CPIN PT Charoen Pokphand Tbk 
70. JPFA PTJapfa Comfedd Tbk 
71. SULI PT SLJ Global Tbk 
72. ALDO PT Alkindo Naratama Tbk 
73. DAJK PT Dwianeka Jaya Tbk 
74. FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk 
75.  INKP PT Indah Kiat Pulp dab Paper Corp Tbk 
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Lampiran 5 
Daftar Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS 
 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
1. IAS 2:INVENTORY 
(PSAK 14: 
PERSEDIAAN) 
Paragraf 36. 
Laporan keuangan harus mengungkapkan: 
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan 
dalam pengukuran persediaan, termasuk 
rumus biaya yang digunakan. 
2. Jumlah persediaan yang diakui sebagai 
beban selama periode berjalan. 
3. Jumlah setiap penurunan nilai yang 
diakui sebagai pengurang jumlah 
persediaan yang diakui sebagai beban 
dalam periode berjalan. 
4. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap 
penurunan nilai yang diakui sebagai 
pengurangan jumlah persediaan yang 
diakui sebagai beban dalam periode 
berjalan. 
2. IAS 40: PROPERTY 
INVESMENT (PSAK 
13: PROPERTI 
INVESTASI) 
Paragraf 75 
Entitas mengungkapkan 
1. Apakah entitas tersebut mengungkapkan 
mod nilai wajar atau model biaya  
 
Model wajar 
2. Sejauh mana penentukan nilai wajar 
properti investasi (yang diukur atau 
diungkapkan dalam laporan keuangan) 
didasarkan pada penilaian oleh penilai 
independen yang memiliki kualifikasi 
profesionalyang diakui serta memiliki 
pengalaman terkini dilokasi dalam 
kategori properti investasi yang dinilai. 
Jika tidak ada penilaian seperti itu, maka 
hal ini diungkapkan 
3. Jumlah yang diakui dalam laporan laba 
rugi untuk penghasilan rental dari 
properti investasi 
4. Jumlah yang diakui dalam laporan laba 
rugi untuk beban operasi langsung  
 
        Tabel berlanjut… 
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Lanjutan tabel… 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
  (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) 
yang timbul dari properti investasi yang 
menghasilkan pendapatan rental selama 
periode. 
5. Jumlah yang diakui dalam laporan laba 
rugi untuk beban operasi langsung 
(mencakup perbaikan dan pemeliharaan) 
yang timbul dari properti investasi yang 
tidak menghasilkan pendapatan rental 
selama periode 
6. Jumlah yang diakui dalam laporan laba 
untuk perubahan kumulatif dalam nilai 
wajar yang diakui dalam laporan laba 
rugi atau penjualan properti investasi dari 
sekelompok aset yang di mana model 
biaya digunakan kelompok yang 
menggunakan model nilai wajar  
7. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas 
kemampuan realisasi dari properti 
investasi atau pengiriman penghasilan 
dan hasil pelepasan 
8. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat 
properti investasi pada awal periode yang 
menunjukkan keuntungan neto dari 
penyesuaian terhadap nilai wajar 
9. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat 
properti investasi pada awal periode yang 
menunjukkan kerugian neto dari 
penyesuaian terhadap nilai wajar 
10. Selisih kurs neto yang timbul pada 
penjabaran laporan keuanagan dari mata 
uang fungsional menjadi mata uang 
penyajian yang berbeda, dan penjabaran 
dari kegiatanusaha luar negeri menjadi 
mata uang penyajian dari entitas pelapor. 
11. Ketika suatu penilaian terhadap properti 
investasi disesuaikan secara signifikan 
untuk tujuan pelaporan keuangan,  
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        Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
  mengungkapkan rekonsiliasi antara 
penilaian tersebut dan penilaian yang 
telah disesuaikan yang dilaporkan dalam 
laporan keuangan, dengan menunjukkan 
secara terpisah jumlah agregat dari 
pengakuan kewajiban sewa yang telah 
ditambahkan kembali, dan penyesuaian 
signifikan lain. 
 
Model biaya 
Entitas yang menerapkan model biaya harus 
mengungkapkan: 
12. Sejauh mana penentukan nilai wajar 
properti investasi (yang diukur atau 
diungkapkan dalam laporan keuangan) 
didasarkan pada penilaian oleh penilai 
independen yang memiliki kualifikasi 
profesionalyang diakui serta memiliki 
pengalaman terkini dilokasi dalam 
kategori properti investasi yang dinilai. 
Jika tidak ada penilaian seperti itu, maka 
hal ini diungkapkan 
13. Jumlah yang diakui dalam laporan laba 
rugi untuk penghasilan rental dari 
properti investasi 
14. Jumlah yang diakui dalam laporan laba 
rugi untuk beban operasi langsung 
(mencakup perbaikan dan pemeliharaan) 
yang timbul dari properti investasi yang 
menghasilkan pendapatan rental selama 
periode. 
15. Jumlah yang diakui dalam laporan laba 
rugi untuk beban operasi langsung 
(mencakup perbaikan dan pemeliharaan) 
yang timbul dari properti investasi yang 
tidak menghasilkan pendapatan rental 
selama periode 
16. Jumlah yang diakui dalam laporan laba 
untuk perubahan kumulatif dalam nilai  
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        Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
  wajar yang diakui dalam laporan laba 
rugi atau penjualan properti investasi dari 
sekelompok aset yang di mana model 
biaya digunakan kelompok yang 
menggunakan model nilai wajar 
17. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas 
kemampuan realisasi dari properti 
investasi atau pengiriman penghasilan 
dan hasil pelepasan Metode penyusutan 
yang digunakan 
18. Ketika suatu penilaian terhadap properti 
investasi disesuaikan secara signifikan 
untuk tujuan pelaporan keuangan, 
mengungkapkan rekonsiliasi antara 
penilaian tersebut dan penilaian yang 
telah disesuaikan yang dilaporkan dalam 
laporan keuangan, dengan menunjukkan 
secara terpisah jumlah agregat dari 
pengakuan kewajiban sewa yang telah 
ditambahkan kembali, dan penyesuaian 
signifikan lain. 
19. Metode penyusutan yang digunakan 
20. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang 
digunakan  
21. Rekonsiliasi jumlah yang tercatat 
properti investasi pada awal dan akhir 
periode yang menunjukkan penyusutan 
22. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti 
investasi pada awal dan akhir periode, 
yang menunjukkan jumlah selama satu 
periode sesuai PSAK 48 Penurunan Nilai 
Aset 
23. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti 
investasi pada awal dan akhir periode, 
yang menunjukkan rugi penurunan nilai 
yang diakui selama satu periode sesuai 
PSAK 48 Penurunan Nilai Aset 
24. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti 
investasi pada awal dan akhir periode, 
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       Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel.. 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
  yang menunjukkan pemulihan rugi 
penurunan nilai selama satu periode 
sesuai PSAK 48 Penurunan Nilai Aset 
25. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti 
investasi pada awal dan akhir periode, 
yang menunjukkan perbedaan nilai tukar 
Netto yang timbul pada penjabaran 
aturan keuangan dari mata uang 
fungsional menjadi mata uang penyajian 
yang berbeda 
3. IAS: PLANTS, 
PROPERTY AND 
EQUIPMENT 
(PSAK16:ASET 
TETAP) 
Paragraf 73 
Model biaya 
Laporan keuangan mengungkapkan untuk 
setiap kelompok aset tetap: 
1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam 
menentukan jumlah tercatat bruto. 
2. Metode penyusutan yang digunakan. 
3. Umur,manfaat dan tarif penyusutan yang 
digunakan. 
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal 
dan akhir periode yang menunjukkan 
peningkatan akibat dari revaluasi serta 
rugi penurunan nilai yang diakui atau 
dijurnal balik secara langsung. 
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal 
dan akhir periode yang menunjukkan 
penurunan akibat dari revaluasi serta dari 
rugi penurunan nilai yang diakui atau 
dijurnal balik secara langsung. 
6. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal 
dan akhir periode yang menunjukkan 
rugi penurunan nilai yang diakui dalam 
pelaporan LR sesuai PSAK 48. 
7. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal 
dan akhir periode yang menunjukkan 
rugi penurunan nilai yang dijurnal balik 
dalam laporan LR sesuai PSAK 48, jika 
ada. 
8. Rekonsiliasi jumlah tercatat jumlah pada 
awal dan akhir periode yang 
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menunjukkan penyusutan.  
       Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
  9. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 
akhir periode yang menunjukkan selisih 
nilai tukar netto yang timbul dalam 
penjabaran laporan keuangan dari mata 
uang fungsional menjadi mata uang 
pelaporan. 
 
Model wajar 
Jika aset tetap disajikan pada jumlah 
revaluasian hal-hal berikut harus 
diungkapkan: 
10. Dasar pengukuran yang digunakan dalam 
menentukan jumlah tercatat bruto. 
11. Metode penyusutan yang digunakan. 
12. Umur, manfaat atau tarif penyusutan yang 
digunakan. 
13. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 
akhir periode yang menunjukkan 
peningkatan akibat dari revaluasi serta dari 
rugi penurunan nilai yang diakui atau 
dijurnal balik secara langsung 
14. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 
akhir periode yang menunjukkan 
penurunan akibat revaluasi serta dari rugi 
penurunan nilai yang diakui atau dijurnal 
balik secara langsung 
15. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 
akhir periode yang menunjukkan rugi 
penurunan nilai yang diakui dalam laporan 
LR sesuai PSAK 48 
16. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 
akhir peiode yang menunjukkan rugi 
penurunan nilai yang dijurnal balik dalam 
laporan sesuai LR PSAK 48 jika ada 
17. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 
akhir periode yang menunjukkan 
penyusutan  
18. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 
akhir periode yang menunjukkan selisih 
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       Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
  nilai tukar netto yang timbul dalam 
penjabaran laporan keuangan dari mata 
uang fungsional menjadi mata uang 
laporan 
19. Tanggal efektif revaluasian  
20. Apakah penilai independen dilibatkan 
4. IAS 17: LEASING 
(PSAK:30) 
Lesse: 
Sewa biaya 
Lesse harus mengungkapkan hal berikut yang 
berkaitan dengan sewa pembiayaan : 
1. Rental kontinjen yan diakui sebagai beban 
pada periode tersebut 
2. Total perkiraan penerimaan pembayaran 
minimum sewa – lanjut dimasa depan dan 
konrak sewa lanjut yang tidak dapat 
dibatalkan pada tanggal neraca untuk 
periode kurang dari satu tahun 
3. Total perkiraan penerimaan pembayaran 
minimum sewa lanjut dimasa depan dan 
kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat 
dibatalkan pada anggal neraca untuk 
periode satu tahun sampai lima tahun 
4. Total perkiraan penerimaan pembayaran 
minimum sewa lanjut dimasa depan dari 
kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat 
dibatalkan pada tanggal neraca untuk 
periode lebih dari lima tahun 
 
Sewa Operasi 
Lessee juga harus mengungkapkan hal berikut 
untuk sewa operasi : 
5. Total pembayaran sewa minimum dimasa 
depan dalam sewa operasi yang tidak 
dapat dibatalkan untuk periode sampai 
dengan satu tahun  
6. Total pembayaran sewa minimum dimasa 
depan dalam sewa operasi yang tidak 
dapat dibatalkan untuk periode lebih dari 
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satu tahun sampai 5 tahun 
 
       Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
  7. Total pembayaran sewa  minimum dimasa 
depan dalam sewa operasi yang tidak 
dapat dibatalkan untuk periode lebih dari 
lima tahun 
8. Total pembayaran sewa-lanjut minimum 
masa depan, yang dihitung pada tanggal 
neraca, yang diperkirakan akan diterima 
dalam kontrak sewa lanjut yang tidak 
dapat dibatalkan 
9. Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang 
diakui sebagi beban periode berjalan, 
dengan pengungkapan terbesar untuk 
masing-masing jumlah pembayaran 
minimum sewa 
10. Pembayaran sewa an sewa lanjut yang 
diakui sebagai beban periode berjalan, 
dalam pengungkapan terpisah untuk 
masing – masing jumlah pembayaran, 
minimum sewa kontinjen 
11. Pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang 
diakui sebagai beban periode berjalan, 
dengan pengungkapan terpisah untuk 
masing-masing jumlah pembayaran min 
imum sewa-lanjut 
12. Deskripsi umum perjanjian sewa  Lessee 
yang signifikan, yang meliputi, namun 
tidfak terbatas pada dasar penentuan utang 
rental kontinjen 
13. Eksistensi 
14. Persyaratan untuk memperbaharui kembali 
perjanjian sewa atau adanya opsi 
pembelian dan klausul eskalasi 
15. Pembatasan yang ada dalam perjanjian 
sewa seperti pembatasan dividen, utang 
tambahan, dan sewa lanjutan 
 
Lessor 
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Sewa pembiayaan 
 
 
       Tabel berlanjut… 
Lanjutan tabel… 
NO. NOMOR IAS DAN 
PSAK 
ITEM 
  Lessor mengungkapkan hal berikut untuk 
sewa pembiayaan: 
16. Nilai residu yang tidak dijamin yang 
diakui sebagai laba lessor 
17. Rental kontinjen yang diakui sebagai 
penghasilan dalam periode berjalan 
 
Sewa operasi 
Lessor mengungkapkan hal berikut dalam 
sewa operasi: 
18. Jumlah agregat pembayaran sewa 
minimum dimasa depan dalam sewa 
operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk 
periode sampai dengan satu tahun 
19. Jumlah agregat pembayaran sewa 
minimum di masa depan dalam sewa 
operasi yang tidaki dapat dibatalkan untuk 
periode lebih dari satu tahun sampai lima 
tahun 
20. Jumlah agregat pembayaran sewa 
minimum dimasa depan dalam sewa 
operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk 
periode lebih dari lima tahun 
21. Total rental kontinjen yang diakui sebagai 
penghasilan dalam periode berjalan 
5. IAS 23: BORROWING 
COST (PSAK 26: 
BIAYA PINJAMAN) 
Entitas mengungkapkan: 
1. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi 
selama periode berjalan 
2. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk 
menentukan jumlah biaya pinjaman yang 
layak dikapitalisasi 
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Lampiran 6 
Hasil Output 
 
Descriptive  
 
Statistics 
 MDSC UKDE LBDK DKIN 
N 
Valid 150 150 150 150 
Missing 0 0 0 0 
Mean .6241 4.0933 .6000 .3643 
Median .6300 3.0000 1.0000 .3000 
Std. Deviation .10672 1.60263 .49154 .12630 
Minimum .43 2.00 .00 .15 
Maximum .84 9.00 1.00 .80 
 
 
Regression  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
DKIN, UKDE, 
LBDK
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: MDSC 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .793
a
 .629 .621 .06569 
a. Predictors: (Constant), DKIN, UKDE, LBDK 
b. Dependent Variable: MDSC 
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ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1.067 3 .356 82.403 .000
b
 
Residual .630 146 .004   
Total 1.697 149    
a. Dependent Variable: MDSC 
b. Predictors: (Constant), DKIN, UKDE, LBDK 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolera
nce 
VIF 
1 
(Constant) .403 .022  18.298 .000   
UKDE .051 .003 .762 14.551 .000 .928 1.077 
LBDK .022 .011 .101 1.913 .058 .918 1.089 
DKIN .000 .043 .000 .006 .995 .977 1.023 
a. Dependent Variable: MDSC 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandar
dized 
N 150 
Normal Parameters
a,b
 
Mean .0000 
Std. Deviation .06503 
Most Extreme Differences 
Absolute .111 
Positive .111 
Negative -.056 
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Kolmogorov-Smirnov Z 1.359 
Asymp. Sig. (2-tailed) .0501 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Runs Test 
 Unstandardized 
Residual 
Test Value
a
 -.00316 
Cases < Test Value 75 
Cases >= Test Value 75 
Total Cases 150 
Number of Runs 78 
Z .328 
Asymp. Sig. (2-tailed) .743 
a. Median 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 8.644E-017 .022  .000 1.000 
UKDE .000 .003 .000 .000 1.000 
LBDK .000 .011 .000 .000 1.000 
DKIN .000 .043 .000 .000 1.000 
a. Dependent Variable: AbsUt 
 
 
Statistics 
LBDK 
N 
Valid 150 
Missing 0 
Std. Deviation .49154 
Minimum .00 
Maximum 1.00 
 
LBDK 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
.00 60 40.0 40.0 40.0 
1.00 90 60.0 60.0 100.0 
Total 150 100.0 100.0  
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